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NOMOR 4 TAHUN 2022 

TENTANG 

BUPATI GORONTALO UTAK 

ONTALO UTARA 

AN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NIAHA ESA 

A, 

bahwa pengelolaan dan periyelenggaraan pendidikan 

merupakan tanggungjawab p emerintah dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak- 

hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak agar terwujudnya sumberdaya 

manusia yang berkarakter din berakhlak mulia yang 

menjunjung tinggi Pancasil 

Dasar Negara Republik Indone 

bahwa pengelolaan dan pen 

harus mampu beradaptasi 

mengakomodir tuntutan dar 

a dan Undang-Undang 

ssia tahun 1945, 

velenggaraan pendidikan 

secara cepat untuk 

1 perubahan kehidupan 

lokal, nasional dan  ihternasional, sehingga 

diperlukanpengelolaan Opa penyelenggaraan 

pendidikan yang terengana, terarah, dan 

berkesinambungan untuk n hewujudkan pemerataan 

dan perluasan akses, peningkhtan mutu, relevansi dan 

daya saing serta penguatan 

dalam menyelenggarakan da 

tata kelola kelembagaan 

nh mengelola pendidikan 

sebagai satu sistem pendidikah, 

bahwa Peraturan Daerah Kahupaten Gorontalo Utara 

Nomor 6 Tahun 2012 te ntang Penyelenggaraan  
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Pendidikan dipandang sudali 

perkembangan bukum dar 

sebingga perlu diganti 

bam; 

babwa berdasarkan 

dimaksud dalam buruf a, hilimf 

menetapkan Peraturan 

dan Penyelenggaraan Pendidilkan 

tidak sesuai lagi dengan 

kebutuban masyarakat 

denianPeraturanDaerab yang 

perpmbangan sebagaimana 

b, dan bumf c, perlu 

Daerab tentang Pengelolaan 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

45; 

Tabun 1999 tentang Hak 

Negara Republilc 

Nomor 165, Tambaban 

• 78, Tambaban Lembaran 

)mor 4301); 

'abun 2005 tentang G u m 

Republik Indonesia Tahun 1? 

2 Undang-Undang Nomor 39 

Asasi Manusia (Lembarar 

Indonesia Tabun 1999 

Lembaran Negara Republik Iilidonesia Nomor3886); 

a Undang-Undang Nomor 20 T d iun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional {Lem|baran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2003 Nomo 

Negara Republik Indonesia N̂  

4. Undang-Undang Nomor 14 

dan Dosen (Lembaran Nekara Republik Indonesia 

Tabun 2005 Nomor 157, Tambaban Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4f 

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tabun 

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo 

Utara di Provinsi Gorontalo (l[embaran Negara Republik 

Indonesia Tabun 2007 Nomo 

Negara Republik Indonesia Nkmor 4687); 

6. Undang-Undang Nomor 1^ Tabun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 

Nomor 53, Tambaban Leribaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389) sejagaimana telab diubah 

dengan Undang-Undang F omor 13 Tabun 2022 

tentang Perubahan Kedua 

Nomor 12 Tabun 2011 

13, Tambaban Lembaran 

Peraturan Pemndang-Unda igan (Lembaran Negara 

Atas Undang- Undang 

tentang Pembentukan 

Mengingat : 1. 
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2007 tentang Pembentu Kabupaten Gorontalo 

Utara di Provinsi Gorontalo (Ilembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4687), 

Undang-Undang Nomor 12 

Pembentukan Peraturan 

(Lembaran Negara Republik 

Tahun 2011 tentang 
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Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lerhbaran Negara Republik 
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tentang Perubahan Kedua 

Nomor 12 Tahun 20ti 

Atas Undang- Undang 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara  



Republik Indonesia Tab i 

Tambaban Lembaran Neg 

Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 5 

Aparatur Sipil Negara 

Indonesia Tabun 2014 Nome 

Negara Republik Indonesia 

8 Undang-Undang Nomor 2 

Pemerintaban Daerab 

Indonesia Tabun 2014 

Lembaran Negara Republik 

sebagaimana telab diubab 

dengan Undang-Undang 

tentang Cipta Kerja (Le: 

Indonesia Tabun 2020 

Lembaran Negsira Republik Ir 

9. Peraturan Pemerintab Nomo 

Wajib Belajar (Lembaran 

Tabun 2008 Nomor 90, 

Republik Indonesia Nomor 

10. Peraturan Pemerintab Nomo:-

Pendanaan Pendidikan 

Indonesia Tabun 2008 Nomoi 

Negara Republik Indonesia 

telab diubab dengan 

Tabun 2022 Tentang 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 

Pendidikan (Lembaran 

Tabun 2008 Nomor 121, 

Republik Indonesia Nomor 

11. Peraturan Pemerintab Nomoi-

Guru (Lembaran Negara 

2008 Nomor 194, 

Republik Indonesia Nomor 

diubab dengan Peraturan 

2017 Tentang Perubahan 

Nomor 74 Tabun 2008 

Peratui an 

n 2022 Nomor 143, 

i r a Republik Indonesia 

Tahun 2014 tentang 

(Lerjabaran Negara Republik 

r 6, Tambaban Lembaran 

Nibmor 5494); 

Tabun 2014 tentang 

(Lenkbaran Negara Republik 

lomor 244, Tambaban 

Indonesia Nomor 5587) 

beberapa kali terakbir 

Homor 11 Tabun 2020 

mlbaran Negara Republik 

lomor 245, Tambaban 

donesia Nomor 6573); 

47 Tabun 2008 tentang 

Negara Republik Indonesia 

Tambaban Lembaran Negara 

48163); 

48 Tabun 2008 tentang 

(Leijibaran Negara Republik 

9 1 , Tambaban Lembaran 
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Negara Republik Indonesia 
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12. Peraturan Pemerintab Nomdr 

Standar Pelayanan 

Republik Indonesia Tabun 

Lembaran Negara Republik 

13. Peraturan Pemerintab Nomo-

Manajemen Pegawai 

Kerja (Lembaran Negara 

2018 Nomor 224 

Republik Indonesia Nomor 6 

14. Peraturan Pemerintab Nomo 

Pengelolaan Keuangan Da 

Republik Indonesia Tabun 

Lembaran Negara Republik 
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Republik Indonesia Tabun 2 

Lembaran Negara Republik 
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2022 tentang Perubaban 

Nomor 57 Tabun 2021 

Pendidikan ( Lembaran 
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Republik Indonesia 

60 Tabun 2013 tentang 
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Standar Nasional Pendidi 

Republik Indonesia Tahun 2 

Lembaran Negara Republik 

sebagaimana telah  diub 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 

atas Peraturan Pemerintah 

tentang Standar “Nasional 

Negara Republik Indonesia 

Tambahan Lembaran Neg 

Nomor 6762): 

Peraturan Presiden Nomor 

Pengembangan Anak Usia 

(Lembaran Negara Republik 

Nomor 146): 

Peraturan Presiden Nomor 
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ara Republik Indonesia 
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Intah Dengan Perjanjian 

publik Indonesia Tahun 

ahan Lembaran Negara 

64), 

r 12 Tahun 2019 tentang 

rah (Lembaran Negara 

D19 Nomor 42, Tambahan 

idonesia Nomor 6322), 

t 57 Tahun 2021 tentang 

KAN 

21 Nomor 87, Tambahan 

Indonesia Nomor 6676) 

(Lembaran Negara 

ah dengan Peraturan 
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Tambahan Lembaran Daerah 

06); 

Provinsi Gorontalo Nomor 

Dengan Persetujuan Bersa na 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

dan 

BUPATI GORONTALO UTARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengajn 

1. Daerab adalab Kabupaten Gorontalo Utara. 

2. Pemerintaban Daerab adalab penyelenggar; 

oleb Pemerintab Daerab dan Dewan Perwakilkn 

asas otonomi dan Tugas Pembantuan 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Und 

Indonesia Tabun 1945. 

3. Pemerintab Daerab adalab Bupati seba 

Pemerintaban Daerab yang memimpm 

Pemerintaban yang menjadi kewenangan Dae 

4. Bupati adalab Bupati Gorontalo Utara. 

5. Dinas adalab Perangkat Daerab yang 

pemerintaban dibidang pendidikan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala 

menyelenggarakan urusan wajib pemerintaba|n 

7. Kepala Sekolah adalab guru yang diberi 

mengelola satuan pendidikan yang meliputi 

8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingka 

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintalb 

dengj n 

GORONTALO UTARA 

PENGELOLAAN DAN 

i a n Urusan Pemerintaban 

Rakyat Daerab menurut 

prinsip otonomi seluas-

Kelsatuan Republik Indonesia 

ng Dasar Negara Republik 

lai unsur penyelenggara 

pelaksanaan Urusan 

-ab Otonom. 

menyelenggarakan urusan wajib 

Perangkat Daerab yang 

dibidangpendidikan. 

untuk memimpin dan 

, SD, SMP. 

ASN adalab profesi bagi 

dengan perjanjian kerja 

turns 

T C 

Menetapkan: 

Tambahan Lembaran Daerah 

06), 

Provinsi Gorontalo Nomor 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

| dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

BAB I 

— KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengah: 

1. 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. 

GORONTALO UTARA 

UTARA 

G PENGELOLAAN DAN 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakil. 

asas otonomi dan Tugas Pembantuan denga 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Ke 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unda 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati seba 

Pemerintahan Daerah yang memimpir 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dae 

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara. 

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menye 

pemerintahan dibidang pendidikan. 

Kepala Dinas adalah Kepala Pe 

an Rakyat Daerah menurut 

In prinsip otonomi seluas- 

satuan Republik Indonesia 

ng Dasar Negara Republik 

rai unsur penyelenggara 

| pelaksanaan Urusan 

rah Otonom. 

lenggarakan urusan wajib 

rangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dibidangpendidikan. 

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tu 

mengelola satuan pendidikan yang meliputi T 

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat 

pas untuk memimpin dan 

K, SD, SMP. 
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Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja  



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

ag i r 

prognim 

yang bekerja pada instansi pemerintab. 

Tenaga Kependidikan adalab anggota masy 

diri dan diangkat untuk menujang penyeleng j 

Pendidik adalab tenaga kependidikan yang 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor 

sebutan lain yang sesuai dengan 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalab p 

pendidik untuk guru dalam jabatan. 

Pendidikan adalab usaba sadar dan 

suasana belajar dan proses pembelajaran 

mengembangkan potensi dirinya untuk m 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

negara. 

Penyelenggaraan Pendidikan adalab kegiats 

sistem pendidikan pada satuan atau 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Pengelolaan Pendidikan adalab 

penyelenggaraan sistem pendidikan nas i on^ 

dapat berlangsung sesuai dengan tujuan 

Pengelola Pendidikan adalah Pemerintab, 

Hukum penyelenggara satuan pendidikan pa 

dan Badan Hukum penyelenggara satuaji 

pendidikan Nonformal. 

Warga Masyarakat adalab penduduk Kabup^t 

tinggal dan menetap di wilayab Kabupa 

mempunyai perbatian dan peranan dalam 

Orang tua adalah orang tua kandung atau w 

penuh atas perserta didik. 

Peserta Didik adalab anggota 

mengembangkan potensi diri melalui proses 

pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Penerimaan Peserta Didik Baru yang 

sistem penerimaan peserta didik baru 

berlaku. 

arakat yang mengabdikan 

;araan pendidilcan. 

l|erkualifikasi sebagai guru, 

instruktur, fasilitator, dan 

k e k b u s u s ^ n y a , serta berpartisipasi 

-OSes pemberian sertifikasi 

terer cana untuk mewujudkan 

peserta didik secara aktif 

jmibki kekuatan spiritual 

kecerdasan, akblak mulia, 

masyarakat, bangsa, dan 

n pelalcsanaan komponen 

pendidikan pada ja lur, 

perididikan dapat berlangsung 

pengaturan kewenangan dalam 

agar proses pendidikan 

pendidikan nasional. 

Femerintab Daerab, Badan 

l a ja lur Pendidikan Formal 

pendidikan pada ja lur 

en Gorontalo Utara yang 

en Gorontalo Utara.yang 

pendidikan. 

ab yang bertanggungjawab 

masyarakat yang berusaba 

Dembelajaran yang tersedia 

t»endidikan Dasar. 

selanjutjnya disingkat PPDB adalah 

sesulai dengan peraturan yang 

10. 

11. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

mengembangkan potensi dirinya untuk m 

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatd 

. dapat berlangsung sesuai dengan tujuan peni 

| penuh atas perserta didik. 

yang bekerja pada instansi pemerintah. 

Tenaga Kependidikan adalah anggota masy 

diri dan diangkat untuk menujang penyelengs 

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang Lk 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhusus 

dalam menyelenggarakan pendidikan. 

Sertifikasi Pendidik dalam jabatan adalah p 

pendidik untuk guru dalam jabatan. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terer 

suasana belajar dan proses pembelajaran aga 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

negara. 

sistem pendidikan pada satuan atau progrd 

arakat yang mengabdikan 

yaraan pendidikan. 

jerkualifikasi sebagai guru, 

instruktur, fasilitator, dan 

annya, serta berpartisipasi 

roses pemberian sertifikasi 

cana untuk mewujudkan 

ir peserta didik secara aktif 

emiliki kekuatan spiritual 

kecerdasan, akhlak mulia, 

masyarakat, bangsa, dan 

n pelaksanaan komponen 

Im pendidikan pada jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Pengelolaan Pendidikan adalah pengatu ran kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional agar proses pendidikan 

Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, F 

Hukum penyelenggara satuan pendidikan pa 

dan Badan Hukum penyelenggara satual 

pendidikan Nonformal. 

Warga Masyarakat adalah perrduduk Kabup 

tinggal dan menetap di wilayah Kabupa 

mempunyai perhatian dan peranan dalam pes 

Orang tua adalah orang tita kandung atau u 

Peserta Didik 

mengembangkan potensi diri melalui prases | 

adalah anggota masy 

pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjut 

sistem penerimaan peserta didik baru sesu 

berlaku. ) ) 

lidikan nasional. 

emerintah Daerah, Badan 

Ia jalur Pendidikan Formal 

h pendidikan pada jalur 

aten Gorontalo Utara yang 

en Gorontalo Utara.yang 

ididikan. 

ali yang bertanggungjawab 

arakat berusaha yang 

pembelajaran yang tersedia 

Pendidikan Dasar. 

nya disingkat PPDB adalah 

ai dengan peraturan yang  



dalam mengelola kegiatan 

tetapkan. 

alui peserta didik untuk 

proses pendidikan yang 

20. Manajemen Berbasis Sekolab adalab bentuk otonomi manajemen 

pendidikan pada satuan pendidikan, yang djilam bal in i kepala sekolab 

dan pendidik dibantu oleb komite sekolab 

sekolab. 

2 1 . Fasil itasi adalab selurub upaya yang dilaklikan oleb pemerintab dan 

masyarakat dalam memberikan kemudaban 

masyarakat dalam bentuk penetapan pera;uran, mekanisme, sarana 

dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengem Dangan, dan penelitian. 

22. Akreditasi adalab kegiatan penilaian kelaya]:an program dalam satuan 

pendidikan berdasarkan kriteria yang telab d 

23. J a l u r Pendidikan adalab wabana yang di 

mengembangkan potensi diri dalam suatr 

sesuai dengan tujuan pendidikan. 

24. Jenjang Pendidikan adalab tabapan per didikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

25. Jen is Pendidikan adalab kelompok yang didasarkan pada kekbususan 

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 

26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalab 

upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak labir sampai 

dengan us ia 6 (enam) tabun yang d i la lukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuban dan 

perkembangan jasmani dan robani agar ana 

memasuki pendidikan lebib lanjut. 

27. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disink 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pa 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 

(empat) tabun sampai dengan 6 (enam) tahur . 

28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disc but TPA adalah salab satu 

bentuk satuan pendidilcan analc us ia dini pada ja lur Pendidikan 

Nonformal yang menyelenggarakan progrim kesejahteraan sosial, 

program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak labir 

sampai dengan us ia 6 (enam) tabun. 

29. Kelompok Bermain adalab salab satu bentuk satuan pendidikan anak 

us ia dini pada ja lur Pendidikan Nonformel yang menyelenggarakan 

program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 

(dua) tabun sampai dengan 4 (empat) tahun. 

-c memiliki kesiapan dalam 

gkat TK adalab salab satu 

i a ja lur Pendidikan Formal 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahurl. 

Manajemen Berbasis Sekolah adalah bemtuk otonomi manajemen 

pendidikan pada satuan pendidikan, yang dilam hal ini kepala sekolah 
dan pendidik dibantu oleh komite sekolah Idalam mengelola kegiatan 

sekolah. 

Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilaklikan oleh pemerintah dan 

masyarakat dalam memberikan kemudahan (pelayanan pendidikan bagi 

masyarakat dalam bentuk penetapan perajuran, mekanisme, sarana 

dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian. 

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayalkan program dalam satuan 

pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. | 

Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Jenjang Pendidikan adalah tahapan perididikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta| didik, tujuan yang akan 

dicapai, dan kemampuan yang dikembangkar -
 

. 

Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan 

tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah 

upaya pembinaan yang ditujukan kepadal| anak sejak lahir sampai ' 

dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disinkkat TK adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pafla jalur Pendidikan Formal 

yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disgbut TPA adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dimi pada jalur Pendidikan 

Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, 

program pengasuhan anak, dan program pgdndidikan anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 (enam) tahun. 

Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak 

usia dini pada jalur “Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan 

program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 

(dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.  



30. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal y mg selanjutnya disingkat 

I a n peraturan mengenai 

layanan PAUD yang 

ususan Agama Islam bagi 

i i laksanakan oleb masing-

RA/BA adalab salab satu bentuk 

menyelenggarakan program pendidikan keklli 

anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (|enam) tabun secara lebib 

struktur. 

3 1 . Kur ikulum adalab seperangkat rencana 

tujuan, isi , dan baban pelajaran serta c a r i yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembjilajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

32. Kur ikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang ^elanjutnya disingkat KTSP 

adalab kur ikulum operasional yang disusun 

masing satuan pendidikan. 

33. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, p r o - am, proses belajar, dan 

baban belajar yang ditetapkan berdasarkan 

masyarakat. 

34. Satuan Pendidikan adalab kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada ja lur formal, non formal, dan 

informal pada setiap jenjang dan jenis pendid: kan. 

35. Pendidikan Formal adalab ja lur pendidiki n yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan das ir, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 

36. Pendidikan Dasar adalab jenjang pendidiki n pada ja lur pendidikan 

formal yang melandasi jenjang pendi i ikan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan ber jentuk Sekolab Dasar dan 

Madrasah Ibtidaiyab atau bentuk lain yang s( derajat serta menjadi satu 

kesatuan kelanjutan pendidikan pada la tuan pendidikan yang 

berbentuk Sekolab Menengah Pertama dan IV adrasab Tsanawiyab, atau 

bentuk lain yang sederajat. 

37. Sekolab Dasar yang selanjutnya disingkat SE adalab salab satu bentuk 

satuan Pendidikan Formal yang menyelengg i rakan pendidikan umum 

pada jenjang pendidikan dasar. 

38. Madrasah Ibtidaiyab yang selanjutnya disingkat Ml adalab salab satu 

bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama 

yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekbasan agama 

Islam pada jenjang pendidikan dasar. 

39. Sekolab Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalab 

salab satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggaraican 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal y: 

RA/BA adalah salah bentuk 

menyelenggarakan program pendidikan kekt 

satu 

ing selanjutnya disingkat 

PAUD yang 

lususan Agama Islam bagi 

layanan 

anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 nam) tahun secara lebih 

struktur. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pemb 

tujuan pendidikan tertentu. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang « 

adalah kurikulum operasional yang disusun 

masing satuan pendidikan. 

dan peraturan mengenai 

1 yang digunakan sebagai 

slajaran untuk mencapai 

selanjutnya disingkat KTSP 

dilaksanakan oleh masing- 

Muatan Lokal adalah rencana, strategi, prosram, proses belajar, dan 

bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan 

masyarakat. 

Satuan Pendidikan adalah kelompok la 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur 

informal pada setiap jenjang dan jenis pendidi 

kebutuhan belajar khusus 

yanan pendidikan yang 

formal, non formal, dan 

kan. 

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan das 

dan pendidikan tinggi. i 

ar, pendidikan menengah, 

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan 

formal yang melandasi jenjang pendi likan menengah, yang 

diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan 

Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu 

kesatuan kelanjutan pendidikan pada gatuan pendidikan yang 

berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau 

bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SO 

satuan Pendidikan Formal yang menyelengg 

pada jenjang pendidikan dasar. 

adalah salah satu bentuk 

arakan pendidikan umum . 

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu 

bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama 

yang menyelenggarakan pendidikan umum 

Islam pada jenjang pendidikan dasar. 

dengan kekhasan agama 

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah 

salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan  



pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atai 

yang diakui sama atau setara SD atau Ml. 

40. Madrasah Tsanawiyab yang selanjutnya di 

satu bentuk satuan Pendidikan Formal d 

Agama yang menyelenggarakan pendidilcan 

agama Islam pada jenjang pendidikan dasai 

Ml, atau bentuk lain yang sederajat atau lanj 

diakui sama atau setara SD atau Ml. 

4 1 . Kelompok Belajar adalab satuan Pendidikan 

sekumpulan warga masyarakat yang saling 

dan kemampuan dalam rangka 

kebidupannya. 

42. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar 

disingkat SPNF-SKB adalab Satuan 

diselenggarakan Pemerintab Daerab. 

43. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutr 

satuan Pendidikan Nonformal yang men; 

belajar sesuai dengan kebutuban masyaraka]t 

oleb, dan untuk masyarakat. 

44. Lembaga Kursus dan Pelatiban adalab 

Pendidikan Nonformal yang diselenggarak 

memerlukan bekal pengetabuan, keterampil 

sikap untuk mengembangkan diri, 

usaba mandiri, dan/atau melanjutkan ke j en 

45. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya di 

minimal tentang sistem pendidikan di 

Kesatuan Republik Indonesia. 

46. Standar Pelayanan Minimal yang 

kriteria minimal berupa rulai kumulatif 

Pendidikan yang barus dipenubi oleb setiap 

47. Evaluasi Pendidikan adalab kegiatan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berb4., 

pada setiap ja lur, jenjang, dan jenis 

pertanggungjawaban penyelenggaraan 

48. Pendidikan Nonformal adalab ja lur pendi 

Formal yang dapat dilaksanakan secara 

<iasar sebagai lanjutan dari 

lanjutan dari basil belajar 

singkat MTs adalah salab 

dam binaan Kementerian 

umum dengan kekbasan 

sebagai lanjutan dari SD, 

rtan dari basil belajar yang 

'Nonformal yang terdiri atas 

iqiembelajarkan pengalaman 

mutu dan taraf mening catkan 

Kegiatan Belajar selanjutnya 

Peiididikan nonformal yang 

ya disingkat PKBM adalab 

ye len^arakan berbagai kegiatan 

atas dasar prakarsa dari. 

sdab 

i n 

satu bentuk satuan 

bagi masyarakat yang 

m , kecakapan bidup, dan 

profesi, bekerja, 

ang yang lebib tinggi. 

qingkat SNP adalab kriteria 

wilayab bukum Negara 

mengen ibangkan 

selur l b 

selanjutr y a disingkat SPM adalab 

pemenuhan Standar Nasional 

£ atuan pendidikan. 

penge ndalian, penjaminan, dan 

gai komponen pendidikan 

pdndidikan sebagai bentuk 

pendic ikan. 

i ikan di luar Pendidikan 

terstruktur dan berjenjang. 

40. 

41. 

42. 

R3, 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

— Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan ! 

SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau 

yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya di 

satu bentuk satuan Pendidikan Formal d 

Agama yang menyelenggarakan pendidikan 

agama Islam pada jenjang pendidikan dasar 

MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanj 

diakui sama atau setara SD atau MI. : 

Kelompok Belajar adalah satuan Pendidikan 
sekumpulan warga masyarakat yang saling n 

dan kemampuan dalam rangka mening 

kehidupannya. 

lasar sebagai lanjutan dari 

lanjutan dari hasil belajar 

singkat MTs adalah salah 

alam binaan Kementerian 

umam dengan kekhasan 

sebagai lanjutan dari SD, 

tan dari hasil belajar yang 

Nonformal yang terdiri atas 

hembelajarkan pengalaman 

katkan mutu dan taraf 

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya 

disingkat SPNF-SKB adalah Satuan Perididikan nonformal yang 

diselenggarakan Pemerintah Daerah. 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutriya disingkat PKBM adalah 

satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan 

belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, 

oleh, dan untuk masyarakat. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan 

Pendidikan Nonformal yang diselenggarakdn bagi masyarakat yang 

"memerlukan bekal pengetahuan, keterampil 

| usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jen 

Standar Nasional Pendidikan selanjutnya dis 

an, kecakapan hidup, dan 

sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 

ang yang lebih tinggi. ) 

ingkat SNP adalah kriteria 

minimal tentang sistem perididikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

kriteria minimal berupa nilai kumulatif perrenuhan Standar Nasional 

Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap s 

pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pd 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendid 

atuan pendidikan. 

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 

ndidikan sebagai bentuk 

ikan. 

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendiflikan di luar Pendidikan  



50. 

5 1 . 

;un 5an 

pen; 
bud lya. 

49. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal 

diselenggarakan setelab memenubi Standai 

diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan 

Pembelajaran adalab proses interaksi pese 

dan/atau sumber belajar pada suatu lingk 

Pendidikan Ja rak J a u b adalah pendidiksln 

terpisab dari pendidik dan pembelajarann; 

sumber belajar melalui teknologi komunikasi 

52. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalab 

berdasarkan kekbasan agama, sosial, 

masyarakat sebagai perwujudan pendidiksjn 

masyarakat. 

53. Budaya Belajar adalab kebiasaan warga mas; 

sebagian waktunya sebari-bari secara tepat 

meningkatkan pengetabuan. 

54. Budaya Belajar Di Luar J a m Sekolab adala{h 

menggunakan sebagian waktunya sebari-

secara tepat guna untuk belajar diluar j am 

55. Budaya Literasi adalab kebiasaan 

menggunakan sebagian waktunya sebari-

membaca dan atau menulis buku atau 

bagi kebidupan. 

56. Pendidikan Informal adalab ja lur pendidikan 

57. Pendidikan Layanan Kbusus adalab 

daerab terpencil dan/atau mengalami bene 

dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

58. Pendidikan Keagamaan adalab pendidikan y; 

didik untuk dapat menguasai, memahami, 

agama dan/atau menjadi abli i lmu agama. 

59. Organisasi Profesi adalab kumpulan anggota 

keablian tertentu yang berbadan bukum dan 

60. Dewan Pendidikan adalab lembaga 

berbagai unsur masyarakat yang peduli pend 

6 1 . Komite Sekolah adalab lembaga mandiri 3 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolab, 

peduli pendidikan. 

62. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan 

adalah pendidikan yang 

Nasional Pendidikan dan 

/atau komparatif daerah. 

l a didik dengan pendidik 

belajar. 

yang peserta didiknya 

re menggunakan berbagai 

informasi, dan media lain, 

yelenggaraan pendidikan 

, aspirasi, dan potensi 

dari, oleb, dan untuk 

- b a l 

mar diri 

arakat yang menggunakan 

guna untuk belajar guna 

kebiasaan warga belajar 

i pada bari efektif sekolah hari 

se kolah. 

varga masyarakat yang 

i secara tepat guna untuk 

lain yang bermanfaat bae aan 

celuarga dan lingkungan. 

pendidKkan bagi peserta dicbk di 

i n a alam, bencana sosial, 

ng mempersiapkan peserta 

dan mengamalkan ajaran 

masyarakat yang memiliki 

bersifat nonkomersial. 

yang beranggotakan 

dikan. 

3[ang beranggotakan orang 

tokob masyarakat yang se rta 

informasi yang menyajikan 

49. 

50. 

S1. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Pendidikan Berbasis. Keunggulan Lokal 

diselenggarakan setelah memenuhi Standar 

diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan 

Pembelajaran adalah proses interaksi pese 

. dan/atau sumber belajar pada suatu lingkun 

adalah pendidikan yang 

Nasional Pendidikan dan 

/atau komparatif daerah. 

ta didik dengan pendidik 

gan belajar. 

Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya 

terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai 

sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi, dan media lain. 

Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah pdnyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi 

masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. 

Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan 

sebagian waktunya sehari-hari secara tepat 

meningkatkan pengetahuan. 

guna untuk belajar guna 

Budaya Belajar Di Luar Jam Sekolah adalah kebiasaan warga belajar 

menggunakan sebagian waktunya sehari- hari pada hari efektif sekolah 

secara tepat guna unfuk belajar diluar jam sdkolah. 

Budaya Literasi adalah kebiasaan Warga masyarakat yang 

menggunakan sebagian waktunya sehari-hafi secara tepat guna untuk 

membaca dan atau menulis buku atau badaan laih yang bermanfaat 

' bagi kehidupan. 

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di 

daerah terpencil dan/atau mengalami benc 

dan tidak mampu dari segi ekonomi. 

ana alam, bencana sosial, 

Pendidikan Keagamaan adatah pendidikau ydng mempersiapkan peserta 

didik untuk dapat menguasai, memahami, 

agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 

dan mengamalkan ajaran 

Organisasi Profesi adalah kummulan anggotal masyarakat yang memiliki 

keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial. 

Dewan Pendidikan adalah lembaga maridiri yang beranggotakan 

berbagai unsur masyarakat yang peduli pend Idikan. 

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, sgrta tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan. 

Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan  



oleh 

data kependidikan meliputi lembaga pendi 

didik, tenaga pendidik dan kependidikan 

pembiayaan, dan kebijakan Pemerintab Pusat 

peran serta masyarakat yang dapat diakses 

memerlukan. 

63. Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya 

pemberian berupa uang/barang/jasa 

tua/walinya baik secara perorangan atau 

atau lembaga secara sukarela, dan tidak men 

64. Pungutan Pendidikan yang selanjutnya 

penarikan uang oleb sekolab kepada peserti. 

bersifat wajib, mengikat, serta jumlab dan j 

ditentukan. 

65. Bantuan Operasioal Sekolab Daerab yang se 

adalah subsidi biaya pendidikan yang 

kepada satuan pendidikan yang 

Daerab dan masyarakat, sebagai pendampiu 

Sekolab dari Pemerintah Pusat. 

66. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya 

pendataan skala nasional yang terpadu, dan 

utama Pendidikan nasional, yang merupal 

perencanaan pendidikan nasional dalam mei 

yang cerdas dan kompetitif. 

67. Bantuan Operasional Penyelenggaraan se 

adalab subsidi biaya pendidikan yang 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraah 

nonformal serta MI, MTs, MDTA oleb 

pendidikan yang diselanggarakan oleb Pemer 

dan Kementerian Agama guna mendukung 

BAB I I 

DASAR, TUJUAN, FUNGSI DAN 

ikan, kur ikulum, peserta 

sarana dan prasarana, 

Pemerintab Daerab serta 

oleh berbagai pibak yang 

dlisebut sumbangan adalab 

peserta didik, orang 

h ersama-sama, masyarakat 

»ikat satuan pendidikan. 

( isebut pungutan adalab 

didik, orang tua/walinya 

jajngkat waktu pungutannya 

mjutnya disingkat BOSDA 

diberik anoleh Pemerintab Daerah 

diselangj ;arakan oleb Pemerintah 

g dana Biaya Operasional 

disetut Dapodik adalab sistem 

merupakan sumber data 

an bagian dari program 

mjudkan insan Indonesia 

anjutnya disingkat BOP 

dibayjarkan kepada Pendidikan 

pada ja lur pendidikan 

I Daerab kepada satuan 

ntab Daerab, masyarakat 

program wajib belajar. 

PRINSIP 

Pasal 2 

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Pane asila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Repubbk Indonesia Tabun 1945. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

data kependidikan meliputi lembaga pendi 

didik, tenaga pendidik dan kependidikan| 

ikan, kurikulum, peserta . 

sarana dan prasarana, 

pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta 

peran serta masyarakat yang dapat diakses 

memerlukan. 

Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya 

pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, 

tua/walinya baik secara perorangan atau 

atau lembaga secara sukarela, dan tidak men 

oleh berbagai pihak yang   
isebut sumbangan adalah 

orang 

ersama-sama, masyarakat 

bikat satuan pendidikan. 

Pungutan Pendidikan yang selanjutnya disebut pungutan adalah 

penarikan uang oleh sekolah kepada pesertz | didik, orang tua/walinya 

bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangkat waktu pungutannya 

ditentukan. 

Bantuan Operasioal Sekolah Daerah yang sel 

adalah subsidi biaya pendidikan yang diberik 

kepada satuan pendidikan yang diselangg 

Daerah dan masyarakat, sebagai pendampin 

Sekolah dari Pemerintah Pusat. 

Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya dise 

pendataan skala nasional yang terpadu, dan 

utama Pendidikan nasional, yang merupak 

perencanaan pendidikan nasional dalam me 

yang cerdas dan kompetitif. 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan sel 

adalah subsidi biaya pendidikan yang dibayi 

Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraa 

nonformal serta MI, MTs, MDTA oleh Pemerini 

pendidikan yang diselanggarakan oleh Pemer 

dan Kementerian Agama guna mendukung prc 

BAB II 

DASAR, TUJUAN, FUNGSI DAN 

Pasal 2 

anjutnya disingkat BOSDA 

anoleh Pemerintah Daerah 

'arakan oleh Pemerintah 

g dana Biaya Operasional 

but Dapodik adalah sistem 

merupakan sumber data 

an bagian dari program 

judkan insan Indonesia 

jutnya disingkat BOP 

arkan kepada Pendidikan . 

h pada jalur pendidikan 

ah Daerah kepada satuan 

ntah Daerah, masyarakat 

gram wajib belajar. 

lbeimstp 

Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Panchsila dan Undang-Undang  



Pasal 3 

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untu 

peserta didik menjadi manusia yang berin 

Tuhan Yang Maba E s a , beraldilak mulia, senat 

mandiri mampu bersaing pada taraf nasionlal 

demokratis dan bertanggungjawab. 

k mengembangkan potensi 

an dan bertaqwa kepada 

, berilmu, cakap, kreatif, 

dan intemasional serta 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi 

kemampuan sumber daya manusia yang sebdt 

berkarakter, berbudaya dan bermartabat. 

tic ak 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan 

a. demokratis dan berkeadilan serta 

menjunjung tinggi bak asasi manusi4, 

kultural , dan kemajemukan bangsa; 

b. sebagai satu kesatuan yang sistemik 

multimakna; 

c. sebagai suatu proses pembudayaan dan 

yang berlangsung sepanjang bayat; 

d. memberi keteladanan, membangun 

kreativitas peserta didik dalam proses 

e. mengembangkan budaya membaca, 

segenap warga masyarakat; dan 

f. memberdayakan semua komponen mas; 

dalam penyelenggaraan dan pengendaban 

BAB 111 

RUANG LINGKUP 

Pasal 6 

Ruang lingkup dalam peraturan daerab ini meliputi: 

a. ja lur , jenjang dan jenis pendidikan; 

b. peserta didilc; 

c. pendidik dan tenaga kependidikan; 

d. bak dan kewajiban; 

e. pengelolaan pendicbkan; 

untuk mengembangkan 

, cerdas, terampil, kreatif, 

dengan prinsip: 

diskriminatif dengan 

nilai keagamaan, nilai 

d( ngan sistem terbuka dan 

pemberdayaan peserta didik 

kemauan, dan mengembangkan 

pembelajaran; 

me iubs, dan berbitung bagi 

iy irakat melalui peran serta 

mutu layanan pendidikan. 

| Pasal 3 

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untu 

peserta didik menjadi manusia yang berinm 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, seh 

mandiri mampu bersaing pada taraf nasion 

demokratis dan bertanggung jawab. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi 

kemampuan sumber daya manusia yang seh: 

berkarakter, berbudaya dan bermartabat. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan 

a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusid, nilai keagamaan, nilai 

kultural, dan kemajemukan bangsa, 

b. sebagai satn kesatuan yang sistemik ddngan sistem terbuka dan 

multimakna, i : 

c. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat: 

d. memberi keteladanan, membangun kemajuan, dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pentbelajaran, 

e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi 

segenap warga masyarakat: dan 

f. memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

BAB III 

— RUANG LINGKUP 

Pasal 6 

k mengembangkan potensi 

an dan bertagwa kepada 

at, berilmu, cakap, kreatif, 

al dan internasional serta 

untuk mengembangkan 

t, cerdas, terampil, kreatif, 

dengan prinsip: 

mutu layanan pendidikan. 

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi: 

a. jalur, jenjang dan jenis pendidikan, 

b. peserta didik, | 

c. pendidik dan tenaga kependidikan, 

d. hak dan kewajiban, 

e. pengelolaan pendidikan:  



f. penghargaan, perlindungan dan organisasi profesi 

g. kur ikulum; 

h. bahasa pengantar; 

i . prasarana dan sarana; 

j . peran serta masyarakat; 

k. pendirian, perubaban dan penutupan satjian pendidilcan; 

1. kerja sama dan kemitraan; 

m. pengawasan dan pengendalian; 

n. pendanaan Pendidikan; 

o. larangan; dan 

p. sanksi administratif; 

BAB IV 

JALUR, J E N J A N G DAN J E N I S PEIt lDlDl l^N 

Bagian Kesatu 

J a l u r Pendidilcan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 7 

(1) J a l u r pendidikan meliputi Pendidiksln 

Nonformal dan Pendidikan Informal. 

(2) J a l u r pendidikan sebagaimana 

diselenggarkan dengan sistem terbuka m 

muka dsm/atau pembelajaran jarak j 

berbagai sumber belajar melalui teknolo^ 

dan sumber lain. 

j a r b 

Paragraf 2 

Pendidikan Nonformal 

Pasal 8 

(1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleb Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 

Formal, Pendidikan 

dim dcsud pada ayat (1) 

lalui pembelajaran tatap 

dengan menggunakan 

i komunikasi, informasi, 

(2) Pendidikan Nonformal diselenggarakan 

yang memerlukan layanan pendidikan 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal 

bagi warga masyarakat 

yang berfungsi sebagai 

P
o
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. pengawasan dan pengendalian, 

penghargaan, perlindungan dan organisas 

kurikulum, 

bahasa pengantar, 

prasarana dan sarana, 

peran serta masyarakat, 

pendirian, perubahan dan penutupan sati 

kerja sama dan kemitraan, 

pendanaan Pendidikan, 

larangan, dan i 

sanksi administratif: 

i BAB IV 
JALUR, JENJANG DAN JENIS PEN 

Bagian Kesatu 

Jalur Pendidikan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 7 

Jalur pendidikan meliputi Pendidika 

Nonformal dan Pendidikan Informal. 

Jalur pendidikan sebagaimana dim: 

diselenggarkan dengan sistem terbuka m 

muka dan/atau pembelajaran jarak jau 

i profesi 

han pendidikan, 

(DIDIKAN 

n Formal, Pendidikan 

iksud pada ayat (1) 

elalui pembelajaran tatap 

h dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, 

dan sumber lain. 

Paragraf 2 

Pendidikan Nonformal 

Pasal 8 

Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah dan masyarakat. 

Pendidikan Nonformal diselenggarakan 

yang memerlukan layanan pendidikan 

bagi warga masyarakat 

yang berfungsi sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal  



mengen ban 

penguasaan 

dalam rangka mendukung pendidikan 

(3) Pendidikan Nonformal berfungsi 

didik dengan penekanan pada 

keterampilan fungsional serta pen 

kepribadian profesional. 

(4) Hasi l Pendidikan Nonformal dapat diba|rgai 

program Pendidikan Formal setelab 

penyetaraan oleb lembaga yang ditunjijik 

Pemerintab Daerab dengan 

Nasional Pendidikan. 

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat{l ) , ays 

diatur lebib lanjut dengan Peraturan bupati 

sej anjangbayat. 

gkan potensi peserta 

pengetabuan dan 

iembangan sikap dan 

i setara dengan basil 

ijielalui proses penilaian 

oleb Pemerintab atau 

pada Standar mengacu organisa 

Pasal 9 

(1) Satuan Pendidikan Nonformal meliputi: 

a. SPNF-SKB; 

b. PKBM; 

c. lembaga kursus dan pelatiban; 

d. kelompok belajar; 

e. majelis taklim; dan 

f. satuan pendidikan yang sejenis. 

(2) Satuan pendidikan yang sejenis sebagain ana 

buruf (f) terdiri atas rumab pintar, bala 

bimbingan belajar, serta bentuk 

dimasyarakat. 

(3) Pendidikan Nonformal meliputi: 

a. Pendidikan Keaksaraan yaitu program 

b. Pendidikan Kesetaraan yaitu prograJn 

yang menyelenggaran pendidikan un 

Paket B setara SMP, dan Paket C setar 

c. Pendidikan Kecakapan Hidup 

memberikan kecakapan personal, 

intelektual, dan kecakapan vokasional 

mandiri; 

d. PAUD pada ja lur Pendidikan Nonforma 

e. Pendidikan kepemudaan yaitu pendidi 

untuk mempersiapkan kader pentumpm 

Pendidikan Nonformal 

.t{2), ayat (3) dan ayat (4) 

dimaksud pada ayat 1 

belajar bersama, lembaga 

lain yang berkembang 

ceaksaraan fungsional; 

Pendidikan Nonformal 

u m Paket A setara SD, 

SMA; 

pendidikan yang 

sosial, kecalcapan 

untuk bekerja atau usaba 

y utu 

kec ikapan 

can yang diselenggarakan 

baingsa, seperti 

9 

4 

(5 

Kei 
—. Pasal9 

Satuan Pendidikan Nonformal meliputi: 

— a. SPNF-SKB, 

b. PKBM, 

2 

. dimasyarakat. 

(3) 

didik dengan penekanan pada pengu: 

'Pemerintah Daerah dengan mengacu 

dalam rangka mendukung pendidikan sep anjanghayat. 

Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta 

keterampilan fungsional serta 

kepribadian profesional. 

peng 

hsaan pengetahuan dan 

embangan sikap dan 

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 

program Pendidikan Formal setelah rhelalui proses penilaian 

penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau 

Nasional Pendidikan. 

Ketentuan . mengenai penyelenggaraan 

prganisa pada Standar 

Pendidikan Nonformal 

sebagaimana dimaksud pada ayat(l), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati. 

c. lembaga kursus dan pelatihan, 

d. kelompok belajar, 

e. majelis taklim: dan 

f. satuan pendidikan yang sejenis. 

Satuan pendidikan yang sejenis sebagain 

huruf (f9 terdiri atas rumah pintar, balai 

bimbingan belajar, serta bentuk 

Pendidikan Nonformal meliputi: 

a. Pendidikan Keaksaraan yaitu program | 

b. Pendidikan Kesetaraan yaitu prograi 

yang menyelenggaran pendidikan um 

Paket B setara SMP, dan Paket C setara 

. Pendidikan 

memberikan kecakapan personal, keci 

Kecakapan Hidup y 

intelektual, dan kecakapan vokasional 

mandiri: 

. Pendidikan kepemudaan yaitu pendidi 

untuk mempersiapkan kader pen 

. PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal: 

ana dimaksud pada ayat 1 

belajar bersama, lembaga 

lan yang berkembang 

ceaksaraan fungsional, 

n Pendidikan Nonformal 

jum Paket A setara SD, 

| SMA, 

itu pendidikan yang 

ikapan sosial, kecakapan 

untuk bekerja atau usaha 

kan yang diselenggarakan 

impin bangsa, seperti  



pendidikan kepanduan/kepramukaan 

merah, pelatihan kepemimpinan, 

kewirausahaan; 

f. Pendidikan pemberdayaan perempuan 

mengangkat barkat dan martabat 

g. Pendidikan keterampilan dan 

untuk meningkatkan kemampuan 

penekanan pada penguasaan keter 

sesuai dengan kebutuban dunia kerja; 

b. Pendidikan lain yang ditujukan 

kemampuan pesertadidik. 

Paragraf 3 

Pendidikan Informal 

perer ipuan; 
pelati l a n kerja dilaksanakan 

peserta didik dengan 

mpilan fungsional yang 

i an 

untuk mengembangkan 

;aimai la 

Pasal 10 

(1) Kegiatan pendidikan informal sebagai 

yang dilakukan oleb keluarga dan lingki|ngan 

belajar secara mandiri. 

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksild 

sama dengan Pendidikan Formal dan 

setelab peserta didik lulus ujian sesuai 

Pendidikan. 

Bagian Kedua 

Jenjang Pendidikan 

Paragraf 1 

Umum 

P a s a l l l 

Jenjang pendidikan yang diselenggarakdn 

dan/atau Masyarakat adalab jenjang PAUD 

yang mebputi SD/Ml dan SMP/MTs. 

Paragraf 2 

PAUD 

, keolabragaan, palang 

pencinta alam, serta 

yaitu pendidikan untuk 

dimaksud pada ayat (1) 

berbentuk kegiatan 

dalam ayat (1) diakui 

Pendidikan Nonformal 

dengan Standar Nasional 

oleb Pemerintab Daerab 

dan pendidikan dasar 

Pasal 12 

(1) PAUD bertujuan untuk membantu n eletakkan dasar kearah 

pendidikan kepanduan//kepramukaan 

merah, pelatihan kepemimpinan, 

kewirausahaan, 

Pendidikan pemberdayaan perempuan 

mengangkat harkat dan martabat perer 

. Pendidikan keterampilan dan pelati 

untuk meningkatkan kemampuan 

| penekanan pada penguasaan ketera 

0 sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, 

2. h.Pendidikan lain yang ditujukan 
kemampuan pesertadidik. 

Paragraf 3 

Pendidikan Informal 

| Pasal 10 

(1) Kegiatan pendidikan informal sebagaimar 

yang dilakukan oleh keluarga dan lingku 

: i belajar secara mandiri. 

(2) Hasil pendidikan .sebagaimana dimaksu 

sama dengan Pendidikan Formal dar 

setelah peserta didik lulus ujian sesuai 

Pendidikan. ) 

pa Bagian Kedua 

Jenjang Pendidikan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasai 11 

Jenjang pendidikan yang diselenggarakd 

— dan/atau Masyarakat adalah : jenjang PA 

yang meliputi SD/MI dan SMP/MTs. 

Paragraf 2 

PAUD 

Pasal 12 

PAUD bertujuan .untuk membantu 1 (1 

, keolahragaan, palang 

pencinta alam, serta 

yaitu pendidikan untuk 

hpuan, ana 

peserta didik dengan 

han kerja dilaksan 

mpilan fungsional yang | 

Han . | i 

untuk mengembangkan ) ' 

ya dimaksud pada ayat (1) i 

tngan berbentuk kegiatan 

d dalam ayat (1) diakui 

1 Pendidikan Nonformal. 

dengan Standar Nasional 

n oleh Pemerintah Daerah 

UD dan pendidikan dasar 

eletakkan dasar kearah  



IE en 

perkembangan sikap, pengetabuan, ketejrampil 

yang diperlukan peserta didik dalam 

lingkungannya dan untuk 

perkembanganselanjutnya. 

(2) PAUD diselenggaralcan sebelum jenjang 

(3) PAUD diselenggaralcan bagi anak sejalc 

(enam) tabun dan menjadi syarat 

pendidikan dasar. 

(4) PAUD dapat diselenggarakan melalui 

Pendidikan Nonformal dan/atau Pendidikan 

(5) PAUD pada ja lur Pendidikan Formal 

bentuk lain yang sederajat. 

(6) PAUD pada ja lur Pendidikan NonfonAal 

bermain, TPA, atau bentuk lain yang sede 

(7) PAUD pada ja lur pendidikan informal 

keluarga atau pendidikan yang 

pfndidikandasar. 

labir sampai dengan 6 

wajib untuk mengikuti 

ja lur Pendidikan Formal, 

Informal, 

lerbentuk TK, RA, atau 

diselengga rak; 

Paragraf 3 

Pendidikan Dasar 

Pasal 13 

(1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang p^i 

jenjang pendidikan menengab. 

(2) Pendidikan Dasar berbentuk satuan pejndidikan sekolab SD/Ml 

danSMP/MTs. 

Bagian Ketiga 

Jen is Pendidikan 

Pasal 14 

(1) Jen is pendidikan meliputi pendidikan um 

vokasi dan profesi, dan kbusus. 

(2) Ja lu r , jenjang, dan jenis pendidikan dapa 

satuan pendidikan yang diselenggarakan 

dan/atau masyarakat. 

ilan dan daya cipta 

yesuaikan diri dengan 

pertumbuban serta 

berbentuk kelompok 

ajat. 

berbentuk pendidikan 

an oleb lingkungan. 

ndidikan yang melandasi 

xm, alcademik, keagamaan, 

diwujudkan dalam bentuk 

oleb Pemerintab Daerah 

2 
3 

@ 

8) 

& 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta 

yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya . dan untuk 

perkembanganselanjutnya. 

PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pe 

PAUD diselenggarakan bagi anak sejak 

(enam) tahun dan menjadi syarat 

pendidikan dasar. ) 

PAUD dapat diselenggarakan melalui j 

Pendidikan Nonformal dan/atau Pendidik: 

PAUD pada jalur Pendidikan Formal | 

bentuk lain yang sederajat. 

PAUD pada jalur Pendidikan Nonforni 

bermain, TPA, atau bentuk lain yang sede 

PAUD pada jalur pendidikan informa 

keluarga atau pendidikan yang diselengga 

Paragraf 3 

i Pendidikan Dasar 

Pasal 13 

Pendidikan Dasar merupakan jenjang pe 

jenjang pendidikan menengah. 

Pendidikan Dasar berbentuk satuan pe 

danSMP/MTs. 

Bagian Ketiga 

— Jenis Pendidikan 

Pasal 14 

Jenis pendidikan meliputi pendidikan um 

vokasi dan profesi, dan khusus. 

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapa! 

satuan pendidikan yang diselenggarakar 

dan/atau masyarakat. 

pertumbuhan serta . 

sndidikandasar. 

lahir sampai dengan 6 

wajib untuk mengikuti i 

alur Pendidikan Formal, 

an Informal. 

berbentuk TK, RA, atau 

al berbentuk kelompok 

rajat. 

| berbentuk pendidikan 

rakan oleh lingkungan. 

ndidikan yang melandasi 

ndidikan sekolah SD/MI 

im, akademik, keagamaan, 

| diwujudkan dalam bentuk 

1 oleh Pemerintah Daerah  



BAB V 

PESERTA DIDIK 

Bagian Kesatu 

Hak 

sesuai 

Pasal 15 

(1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pen 

a. mendapatkan pelayanan pendidikan 

rangka pengembangan pribadi 

kecerdasan, dan kemampuannya; 

b. mendapatkan pendidikan yang berfun 

1. meningkatkan kemampuan ras ioni l 

2. meningkatlcan atau memperdql^ 

pengbayatan iman sesuai agama 

3. mengembangkan kemampuan afek 

4. memperoleh bekal pengetabuan da 

menunjang perkembangan bidupn 

c. mendapatkan pembelajaran dalam 

kemampuan intelegensi dan 

kecerdasan emosional serta pembiasaan 

kurikuler untuk menciptakan 

bemurani dan bertindak; 

d. memperoleb penilaian basil belajamya; 

e. menyatakan dan didengar pendapa 

dan memberikan informasi sesuai 

dan usianya demi pengembangan 

nilai kesusilaan dan kepatutan. 

(2) Setiap peserta didik yang mengalami 

sosial, dan/atau yang berada dalam 

tidak bisa mengiloiti pendidikan pada s 

memperoleb pendidikan layanan kbusus. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

l idikan berbak: 

dan pembelajaran dalam 

i dengan bakat, minat. 

{;si untuk: 

dan am pengetabuan 

yang dianut; 

si dan emosional; dan 

n keterampilan bidup demi 

re di tengah masyarakat. 

rangka meningkatkan 

kemampuan 

melalui kegiatan ekstra 

ceseimbangan berpikir, 

mei ingkatlcan 

dan 

nya , menerima,mencari, 

n tingkat kecerdasan 

dir nya sesuai dengan nilai-

bencana alam, bencana 

kondisi tertentu sebingga 

i tuan pendidikan berbak 

Pasal 16 
(1) Peserta didik wajib : 

BAB V 

PESERTA DIDIK 

Bagian Kesatu 

Hak 

Pasal 15 

(1) Peserta didik dalam penyelenggaraan penflidikan berhak: 

a mendapatkan pelayanan pendidikan klan pembelajaran dalam 

rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, 

kecerdasan, dan kemampuannya,   b. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk: 

1. meningkatkan kemampuan rasional, 

2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan 

penghayatan iman sesuai agama yang dianut, 

3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional, dan 

memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup demi 

menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat. 

c. mendapatkan pembelajaran dalam| rangka meningkatkan 

kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan 

kecerdasan emosional serta pembiasadn melalui kegiatan ekstra 

kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berpikir, 

bernurani dan bertindak, 

d. memperoleh penilaian hasil belajarnyat dan 

e. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,mencari, 

dan memberikan informasi sesuai ddngan tingkat kecerdasan 

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai- 

nilai kesusilaan dan kepatutan. 

(2)Setiap peserta didik yang mengalami |bencana alam, bencana 

sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga 

tidak bisa mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan berhak 

memperoleh pendidikan layanan khusus. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 16 
(1) Peserta didik wajib :  



i kecepatan belajamya 

batas waktu yang 

kebersiban, ketertiban, 

; dan 

a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleb 

lembaga resmi; 

b. menyelesaikan program pendidikan sesuai 

dan tidak menyimpang dari keterituan 

ditetapkan; 

c. menjaga norma pendidikan untuk nfienjamin keberlangsungan 

proses dan keberbasilan pendidikan; 

d. memelibara sarana dan prasarana seKa 

dan keamanan pada satuan pendidikar 

e. menaati tata tertib satuan pendidikan; 

(2) Peserta didik dalam us ia 7 (tujub) sam4)ai dengan 15 (bma belas) 

tabun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

(3) Peserta didik yang tidak melaksanakah 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 

a. teguran lisan; dan 

b. teguran tertulis. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada dyat (1) bumf e dan ayat (3) 

diatur lebib lanjut dengan Peraturan Bupft i . 

BAB VI 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENt)IDIICAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 17 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada 

diselenggarakan oleb Pemerintab 

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai 

Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada 

diselenggarakan oleb masyarakat, bersta 

dan pegawai tidak tetap yayasan 

peraturan pemndang-undangan. 

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan 

ayat (2) membuat perjanjian kerja 

pendidikan. 

(4) Pemerintah Daerab dan/atau penyelen 

dengm 

kewajiban sebagaimana 

administratif bempa: 

satuan pendidikan yang 

Daerab berstatus sebagai, 

PemeHntah Dengan Perjanjian 

perundang- undangan. 

satuan pendidikan yang 

u s sebagai pegawai tetap 

sqsuai dengan ketentuan 

seb£ gaimana dimaksud pada 

penyelenggara satuan 

[gara satuan pendidikan 

(2) 

(3) 

(9 

(1) 

& 

8 

@ 

. memiliki identitas sebagai warga neg 

lembaga resmi, 

dan tidak menyimpang dari keten 

ditetapkan, 

proses dan keberhasilan pendidikan, 

. memelihara sarana dan prasarana se 

dan keamanan pada satuan pendidikar 

e. menaati tata tertib satuan pendidikan, 

ara yang dikeluarkan oleh 

. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya 

tuan batas waktu yang 

. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

rta kebersihan, ketertiban, 

: dan 

Peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 

Peserta didik yang tidak melaksanaka 

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi 

“2. teguran lisan, dan 

b. teguran tertulis. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada &# 

h kewajiban sebagaimana 

administratif berupa: 

yat (1) huruf e dan ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Buptti. 

BAB Vi 

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 17 

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Dagrah berstatus sebagai, 

Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Peme 

Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan 

Pendidik dan tenaga kependidikan pada 

rintah Dengan Perjanjian 

perundang- undangan. 

satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap 

dan pegawai tidak tetap yayasan se 

peraturan perundang-undangan. 

suai dengan ketentuan 

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan penyelenggara satuan 

pendidikan. 

Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan  



dapat bekerjasama dengan perguruan t nggi dan/atau organisasi 

profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

Pasal 18 

Tambaban Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menutupi 

kekurangan Pendidik dan Tenaga Kejiendidikan diprioritaskan 

pada setiap satuan pendidikan formal 

jawab Pemerintab Daerab sesuai kebu|tuban dan kemampuan 

keuangan Daerab. 

Pasal 19 

(1) Pendidik barus memiliki kuabfikasi akademitk dan kompetensi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undf ngan. 

(4 Tenaga kependidikan pada satuan pendidikg n formal dan non formal 

barus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(1) Pendidik melaksanakan beban kerja selam 

dalam 1 (satu) minggu pada satuan administi 

(2) Beban kerja selama 40 (empat pulub) j am 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a 

koma lima) j am kerja efelctif dan 2,5 (dua 

(3) Dalam bal diperlukan, sekolah dapat menailnbab 

tidak mengurangi j a m kerja efektif 

(2). 

sebagaim m a 

40 (empat pulub) j am 

si pangkal. 

dalam 1 (satu) minggu 

res 37,5 (tiga pulub tujub 

lima) j am istirahat. 

j am istirahat yang 

dimaksud pada ayat 

:sud pada Pasal 20 ayat 

jmgan; 

Pasal 21 

(1) Pelaksanaan beban kerja sebagaimana dima]|c 

(2) bagi pendidik mencakup kegiatan pokok: 

a. merencanakan pembelajaran atau pembim 

b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; 

c. menilai hasi l pembelajaran atau pembimbu igan; 

d. membimbing dan melatih peserta didilc; da i 

e. melaksanakan tugas tambaban yang melekat pada pelaksanaan 

kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja 

(2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaks 

dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

guru. 
ud pada ayat (1) buruf b 

  

dapat bekerjasama dengan perguruan ti nggi dan/atau organisasi 

profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan. i 

Pasal 18 | 

“Tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menutupi 

kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan 

pada setiap satuan pendidikan formal |yang menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan 

keuangan Daerah. ) i 

Pasal 19 | 

.# Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai 

i dengan ketentuan peraturan perundang-unddngan. — | 

&| Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal 

harus memiliki kualifikasi akademik dan kbmpetensi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

(1) Pendidik melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam 

dalam 1 (satu) minggu pada satuan administr asi pangkal. 

(2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam| dalam 1 (satu) minggu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh 

koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua komh lima) jam istirahat. 

(3) Dalam hal diperlukan, sekolah dapat menambah jam istirahat yang 

— tidak mengurangi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2). 

— — Pasal 21 n 
(1) Pelaksanaan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat 

(2) bagi pendidik mencakup kegiatan pokok: og 

a. merencanakan pembelajaran atau pembimpbingan, 

b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, 

Cc. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, : 

d. membimbing dan melatih peserta didik, dan 

.e. melaksanakan tugas tambahan yang lekat pada pelaksanaan 

| kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. 

2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikiler, | kokurikuler, dan  



ekstrakurikuler. 

Pasal 22 

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap 

a pemerataan akses dan mutu pendidikan 

melakukan pengangkatan, penempatan, 

dan tenaga kependidikan; 

b. menjamin kesejahteraan pendidik dan 

Pendidikan Formal maupun satuan 

diselenggarakan oleb Pemerintab Daerab; 

c. peningkatan kualifikasi akademik 

perundang-undangan; 

d peningkatan kompetensi pendidik dan 

satuan pendidikan yang diselenggarakan o 

masyarakat; 

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembahg 

kependidikan pada satuan Pendidikan 

Nonformal; 

f pemberian tunjangan kbusus bagi pendidi 

di wilayab tertentu; dan 

g. pemberian penghargaan kepada pendidik 

yang berprestasi. 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 23 

Pendidik dan tenaga kependidikan berbak : 

a. mendapatkan tunjangan profesi], dalampelaksanaannya 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

b. mendapatkan tunjangan fungsional 

fungsional dalam pelalcsanaannya be|-pedoman pada peraturan 

perundang-undangan; 

c. mendapatkan tunjangan kbusus 

berpedoman pada peraturan perundan; 

d. mendapat kesetaraan tunjangan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 

secara berkeadilan dalam 

dan penyebaran pendidik 

ten iga kependidikan di satuan 

pdndidikan Nonformal yang 

pe ididik sesuai peraturan 

enaga kependidikan pada 

eb Pemerintab Daerab dan 

;an pendidik dan tenaga 

Formal dan Pendidikan 

i k dan tenaga kependidikan 

dan tenaga kependidikan 

dan subsidi tunjangan 

dalam pelaksanaannya 

;-undangan; 

dalam pelaksanaannya 

e. mendapatkan maslahat tambaban dalam pelaksanaannya 

ekstrakurikuler. 

Pasal 22 

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhad 

a pemerataan akses dan mutu pendidikan 

melakukan pengangkatan, penempatan, 

dan tenaga kependidikan: 

ob menjamin kesejahteraan pendidik dan ten: 

Pendidikan Formal maupun satuan Pe 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 

Cc. peningkatan kualifikasi akademik pel 

perundang-undangan, 

d. peningkatan kompetensi pendidik dan '$ 

ap: 

secara berkeadilan dalam 

dan penyebaran pendidik 

yga kependidikan di satuan 

ndidikan Nonformal yang 

hdidik sesuai peraturan 

enaga kependidikan pada 

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan 

masyarakat, 

e pelaksanaan pembinaan dan pengembar 

kependidikan pada satuan Pendidikan 

Nonformal, 

gan pendidik dan tenaga | 

Formal dan Pendidikan 

£ pemberian tunjangan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan 

di wilayah tertentu, dan 

g pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

yang berprestasi. 

Bagian Kedua 

Hak dan Kewajiban 

| Pasal 23 

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak : ) ) 

a.mendapatkan — tunjangan profesi, — dalampelaksanaannya 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 

.mendapatkan tunjangan fungsional 

fungsional dalam pelaksanaannya be 

perundang-undangan, 

. mendapatkan tunjangan khusus 

berpedoman pada peraturan perundang 

.mendapat kesetaraan tunjangan 

berpedoman pada peraturan perundang 

. mendapatkan maslahat tambahan 

dan subsidi tunjangan 

rpedoman pada peraturan : 

dalam pelaksanaannya 

undangan, 

dalam pelaksanaannya 

undangan, ) i 

dalam pelaksanaannya  



melaksanakan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

f. mendapat penilaian dan pengbargaai 

berpedoman pada peraturan perundang 

g. mendapat promosi dalam pelaksana 

peraturan perundang-undangan; 

b. mendapat perlindungan dalam 

Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaannya 

peraturan perundang-undangan; 

i . mendapat akses memanfaatkan 

pembelajaran dalam pelaksanaannya burped 

perundang-undangan; 

j . mendapat kesempatan berperan dal 

pendidikan dalam pelaksanaannya bejped 

perundang-undangan; 

k. mendapat pengembangan dan 

kompetensi, dan keprofesian Pendidi|k 

berpedoman pada peraturan perundan 

1. mendapat cuti dalam 

peraturan perundang-undangan. 

dalam pelaksanaannya 

-undangan; 

innya berpedoman pada 

[sarana dan prasarana 

Oman pada peraturan 

am penentuan kebijakan 

Oman pada peraturan 

peningkatan 

pelaksanaa mya 

Pasal 24 

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajibhn: 

a. melaksanakan tugas secaraprofesional; 

b. melaksanakan pembelajaran yang bermlutu 

c. menciptakan suasana pembelajaran 

menyenangkan; dan 

d. mematubi aturan yang berlaku di satudn pendidikan. 

Bagian Ketiga 

Pengangkatan, Penempatan, Pemindab; 

Pasal 25 

Pemerintab Daerab atau penyelenggara 

dengan kewenangannya merencanakan kebu 

kependidikan yang memenubi SPMPendidikai 

tugas dan Hak atas 

berpedoman pada 

kualifikasi akademik, 

dalam pelaksanaannya 

- undangan; dan 

berpedoman pada 

iktif, kreatif, efektif, dan 

n dan Pemberbentian 

sjatuan pendidikan sesuai 

uban pendidik dan tenaga 

Pasal 26 

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindab m, dan pemberbentian 

  

berpedoman pada peraturan perundangrundangan. 

£ mendapat penilaian dan penghargaah dalam pelaksanaannya 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, 

 g. mendapat promosi dalam pelaksanahnnya berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan, 

h. mendapat perlindungan datam melaksanakan tugas dan Hak atas 

Kekayaan Intelektual dalam pelaksan 

peraturan perundang-undangan, 

i. mendapat akses memanfaatkan 

aannya berpedoman pada 

sarana dan prasarana 

pembelajaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan:, 

j. mendapat kesempatan berperan dal 

pendidikan dalam pelaksanaannya be 

| perundang-undangan: | 

hm penentuan kebijakan 

-pedoman pada peraturan 

k. mendapat pengambangan dan peningkatan kualifikasi akademik, 

kompetensi, dan keprofesian Pendidik dalam pelaksanaannya: 

berpedoman pada peraturan perundang 

1. mendapat cuti dalam pelaksanaat 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 24 

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajib 
a. melaksanakan tugas secaraprofesional, 

b. melaksanakan pembelajaran yang berm 

c. menciptakan. suasana pembelajaran 

menyenangkan: dan 

d. mematuhi aturan yang berlaku di satua 

) — Bagian Ketiga 

Pengangkatan, Penempatan, Pemindaha 

| Pasal 25 

Pemerintah Daerah atau penyelenggara s 

dengan kewenangannya merencanakan kebuj 

kependidikan yang memenuhi SPMPendidikar). 

) 0 Pasal 26 | 

(0 Pengangkatan, penempatan, pemindah: 

- undangan, dan 

nanya berpedoman pada 

an: 

utu, 

aktif, kreatif, efektif, dan 

n pendidikan. 

n dan Pemberhentian 

atuan pendidikan sesuai 

uhan pendidik dan tenaga 

an, dan pemberhentian  



pendidik dan tenaga kependidikan deng 

Negara pada satuan pendidikan yan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan se$ 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahkn 

an status Aparatur Sipil 

g diselenggarakan oleh 

ua i dengan ketentuan 

pendidik dan tenaga kependidikan c 

dilaksanakan dalam rangka perluasan 

pendidikan serta peningkatan mutu, d 

pendidikan. 

(3) Pengangkatan, penempatan, p em indab^ 

pendidik dan tenaga kependidikan pada 

diselenggaralcan oleb masyarakat di laklikan 

pendidikan 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan 

(4) Pengangkatan, penempatan, pemindab^n 

pendidik dan tenaga kependidikan 

ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Buij)ati 

dan pemberbentian 

eb Pemerintab Daerab 

dan pemerataan akses 

i y a saing, dan relevansi 

dan pemberbentian 

satuan pendidikan yang 

oleh penyelenggara 

yangdidirikanmasyarakatberdasarkanperjanjiankeija 

perundang- undangan. 

dan pemberbentian 

sebagbimana dimaksud dalam 

Bagian Keempat 

Pembinaan Karir, Promosi dan Penghargaan 

Pasal 27 

(1) Pembinaan karir, promosi dan pengbargs(an kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan yang berstatus 

ditetapkan oleb Bupati. 

(4 Pembinaan karir, promosi dan pertj 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan nelalui penyegaran dan 

penghargaan. 

Aparatur Sipil Negara 

gbargaan sebagaimana 

Bagian Kelima 

Penugasan Pendidik sebagai Kepala Satuaji Pendidilcan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 28 

(1) Pendidik dapat diberi tugas sebagai 

apabila memenubi persyaratan sesuai 

perundang-undangan. 

Ke iala Satuan Pendidikan 

dengan ketetuan peraturan 

(@) 

(3) 

4 

H) 

(1) 

ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Buy 

perundang-undangan. 

pendidik dan tenaga kependidikan deng 

Negara pada satuan pendidikan yan 

Pemerintah Daerah dilaksanakan ses 

peraturan perundang-undangan. 

Pengangkatan, penempatan, pemindah: 

pendidik dan tenaga kependidikan o 

dilaksanakan dalam rangka perluasan 

an status Aparatur Sipil 

cc 
rp diselenggarakan oleh 

'uai dengan ketentuan 

dan pemberhentian 

leh Pemerintah Daerah 

dan pemerataan akses 

An, 

pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi 

pendidikan. 

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian 

pendidik dan tenaga kependidikan pada 

diselenggarakan oleh masyarakat dilaku 

pendidikan  yangdidirikanmasyarakatbe 

dan sesuai dengan ketentuan peraturan p: 

Pengangkatan, penempatan, pemindaha 

pendidik dan tenaga kependidikan sebagi 

, Bagian Keempat 

satuan pendidikan yang 

Ikan oleh penyelenggara 

rdasarkanperjanjiankerja 

rundang- undangan. 

in, dan pemberhentian 

aimana dimaksud dalam 

pati. 

Pembinaan Karir, Promosi dan Penghargaan 

) Pasal 27 

Pembinaan karir, promosi dan pengharga 

tenaga kependidikan yang berstatus 

ditetapkan oleh Bupati. : i 

Pembinaan karir, promosi 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

penghargaan. 

Bagian Kelima 

dan pen 

an kepada pendidik dan 

Aparatur Sipil Negara 

ghargaan sebagaimana 

melalui penyegaran dan 

Penugasan Pendidik sebagai Kepala Satuaj Pendidikan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 28 

Pendidik dapat diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan 

apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketetuan peraturan  



(2) Tugas kepala satuan pendidikan meliputi: 

a. manajerial; 

b. pengembangan kewirausabaan; dan 

c. supervisi kepada Pendidik dan tenaga k ̂ pendidikan. 

pada TK, SD, SMP dan 

pada TK, SD, SMP yang 

Pasal 29 

(1) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan 

Kepala Satuan SPNF S K B yang diselengjjarakan oleb Pemerintah 

Daerab, dilakukan oleb Bupati melalui proses seleksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangai i. 

(2) Pengangkatan Kepala satuan pendidikan 

diselenggaralcan oleb masyarakat, di lakdkan oleb penyelenggara 

satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

(3) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan 

Pendidikan Nonformal yang diseler 

dilakukan oleb penyelenggara satu 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan] peraturan perundang-

undangan. 

(4) Ketentuan tata cara pemindaban dan pemberbentian Kepala 

satuan Pendidikan diatur lebib lanjut dengan peraturan Bupati. 

ggarakan masyarakat, 

an pendidikan yang 

Paragraf 2 

Tanggungjawab Kepala Satuan Pehdidikan 

nonformal bertanggung 

endidikan, administrasi. 

nonformal bertanggung 

Pasal 30 

(1) Kepala satuan pendidikan formal dan 

jawab atas penyelenggaraan kegiatan p( 

membina pendidik dan tenaga kependic ikan, mendayagunakan 

serta memelibara sarana dan prasaranapeijididikan. 

(2) Kepala satuan pendidikan formal dan 

jawab atas pelaksanaan program wajil|> belajar pada satuan 

pendidikan yang dipimpinnya. 

(3) Kepala satuan pendidikan formal dan 

terlaksananya j a m wajib belajar di luar j|un sekolab dan budaya 

literasi bagi peserta didik. 

(4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) disampadcan secara periodik miniri a l setiap 6 (enam) bulan 

nonformal mendorong 

(2) Tugas kepala satuan pendidikan meliputi: 

(1) 

@&) 

3 

@ 

() 

2 

8 

dilakukan 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

'a. manajerial, 

b. pengembangan kewirausahaan: dan 

C. supervisi kepada Pendidik dan tenaga k 

Pasal 29 

Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan 

Kepala Satuan SPNF SKB yang diselengi 

Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui 

ketentuan peraturan perundang-undangar 

Pengangkatan Kepala satuan pendidikan 

diselenggarakan oleh masyarakat, dilaku 

ependidikan. 

pada TK, SD, SMP dan 

arakan oleh Pemerintah 

proses seleksi sesuai 

ga
n 

. 

pada TK, SD, SMP yang 

Ikan oleh penyelenggara 

satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan PAUD dan Satuan 

Pendidikan Nonformal yang 

oleh penyelenggara 

undangan. 

Ketentuan tata cara pemindahan dan 

diseler 

satuan 

ggarakan masyarakat, 

yang 

peraturan perundang- 

pendidikan 

pemberhentian Kepala 

satuan Pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 

Paragraf 2 

Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan 

Pasal 30 

Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, 

membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan 

serta memelihara sarana dan prasaranapendidikan. 

Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal bertanggung 

jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan 

pendidikan yang dipimpinnya. 

Kepala satuan pendidikan formal dan nonformal mendorong 

| terlaksananya jam wajib belajar di luar im sekolah dan budaya 

@ 

literasi bagi peserta didik. 

Pertanggung jawaban sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan 

ayat (2) disampaikan secara periodik mininjal setiap 6 (enam) bulan  



kepada Kepala Dinas, 

Pasal 31 

(1) Kepala satuan pendidikan wajib melaranlg segala bentuk promosi 

barang dan/atau j a sa di lingkungan selolab atau tempat belajar 

mengajar yang cenderung mengarab kepada 

komersialisasipendidikan. 

Kepala satuan pendidikan wajib melarani kegiatan yang dianggap 

merusak citra sekolab dan demoralisasi pe serta didik. 

seb£t 

Pasal 32 

(1) Kepala satuan Pendidikan Formal 

Nonformal wajib mewujudkan kondisi 

terselenggaranya kegiatan belajar 

terlaksananya program usaba kesebatai 

terciptanya kawasan, sekolab yang bersi 

dan warga sekolabyang bersib, tertib, 

ramah anak. 

(2) Kepala satuan Pendidikan Formal wajib 

usaha kesehatan sekolah yang meru 

mengajar untuk meningkatkan k< 

kesehatan peserta didik dan menciptakan 

sebingga mendorong pertumbuban dan 

didik yang barmonis dan optimal. 

(3) Kepala satuan Pendidikan Formal 

Nonformal wajib melarang dan mengawas: 

dan tenaga kependidikan terhadap 

beralkobol dan penyalabgunaan narkotika 

ksrja 

meiigajar 

Bagian Keenam 

Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga 

an satuan Pendidikan 

yang kondusif bagi 

dan mendorong 

sekolab dalam rangka 

1, aman, nyaman, bijau 

dan kekeluargaan serta 

melaksanalcan program 

pakan wabana belajar 

n bidup sehat, derajat 

lingkungan yang sebat 

perkembangan peserta 

d m satuan Pendidikan 

peserta didik, pendidik, 

penggunaan minuman 

serta psikotropika. 

kependidikan 

Pasal 33 

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedludukan 

Sipil Negara berbak memperoleh penghj silan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 34 

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada 

sebagai Aparatur 

sesuai ketentuan 

satuan pendidilcan yang 

H9 

& 

» 

(2) 

(3) 

kepada Kepala Dinas. 

Pasal 31 

Kepala satuan pendidikan wajib melarang segala bentuk promosi 

barang dan/atau jasa di lingkungan sek 

yang 

komersialisasipendidikan. 

mengajar cenderung 

Kepala satuan pendidikan wajib melaran 

merusak citra sekolah dan demoralisasi pd 

Pasal 32 

Kepala satuan Pendidikan Formal 

Nonformal wajib mewujudkan kondisi k 

terselenggaranya kegiatan belajar mer 

olah atau tempat belajar 

mengarah kepada 

kegiatan yang dianggap 

serta didik. 

dim satuan Pendidikan 

erja yang kondusif bagi 

igajar dan mendorong : 

terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka 

terciptanya kawasan, sekolah yang bersi 

dan warga sekolahyang bersih, tertib, seha 

ramah anak. 

Kepala satuan Pendidikan Formal wajib 

h, aman, nyaman, hijau 

tdan kekeluargaan serta 

melaksanakan program 

usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar 

mengajar untuk meningkatkan kemampu an hidup sehat, derajat 

kesehatan peserta didik dan menciptakam lingkungan yang sehat 

sehingga mendorong pertumbuhan dan 

didik yang harmonis dan optimal. 

Kepala satuan Pendidikan Formal 

dan tenaga kependidikan terhadap 

beralkohol dan penyalahgunaan narkotika 

i Bagian Keenam 

Kesejahteraan Pendidik Dan Tenaga 

Pasal 33 

Nonformal wajib melarang dan mengawasi 

perkembangan peserta 

yn satuan Pendidikan 

peserta didik, pendidik, 

penggunaan minuman 

serta psikotropika. 

Kependidikan 

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur 

Sipil Negara berhak. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(1) 

Pasal 34 

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang  



dasar 

ditempatkan di daerah terpencil, dapat n 

dari pendidik dan tenaga kependidikan lajnnya. 

(2) Pemerintah daerah dapat memberilcan 

dan/atau tenaga kependidikan yang berk^dudukan 

Sipil Negara pada satuan pendidikan 

oleb pemerintab daerab maupun oleb 

kemampuan daerab. 

(3) Ketentuan mengenai pemberian pengbasilan 

tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud 

(2) diatur lebib lanjut dengan peraturan bupati 

BAB Vl l 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak Warga Masyarakat 

Pasal 35 

(1) Setiap Warga Masyarakat yang berusia 

(enam) tabun berbak mendapat pelayanan 

(2) Setiap Warga Masyarakat yang berusia 7 

(lima belas) tabun berbak mendapa 

pendidikan dasar. 

emperoleh tunjangan lebib 

pejngbasilan kepada pendidik 

sebagai Aparatur 

yang diselenggarakan 

ijnasyarakat sesuai dengan 

bagi pendidik dan 

pada ayat (1) dan ayat 

d) (nol) sampai dengan 6 

PAUD. 

tujub) sampai dengan 15 

pelayanan mengikuti 

Pasal 36 

(1) Setiap Warga Masyarakatmempunyai hale yang sama untuk 

mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleb Pen erintah Daerab. 

f4 Setiap Warga Masyarakatberbak untuk 

penguasaan, pemanfaatan dan pengembanganilmupengetabuan. 

teknologi, seni, budaya dan olabraga 

kesejahteraan pribadi, daerab dan bangsa. 

Bagian Kedua 

Kewajiban Warga Masyarakat 

berperan serta dalam 

untuk meningkatkan 

Pasal 37 

(1) Warga Masyarakatdalam penyelenggaran p indidikan wajib: 

a. memberikan dukungan sumber dayapen i idikan; 

(2) 

(3) 

(1) 

2 

(1) 

& 

(1) 

ditempatkan di daerah terpencil, dapat memperoleh tunjangan lebih 

dari pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 

Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pendidik 

dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Aparatur 

Sipil Negara pada satuan pendidikan dhsar yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sesuai dengan 

kemampuan daerah. 

Ketentuan mengenai pemberian penghasilan bagi pendidik dan 

tenaga kependidikan sebagaimana dimaktu 

(2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 

BAB VII 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

Hak Warga Masyarakat 

— Pasal 35 

Setiap Warga Masyarakat yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 

(enam) tahun berhak mendapat pelayanan 

Setiap Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan15 

(lima belas) tahun berhak mendapat 

pendidikan dasar. 

Pasal 36 

Setiap Warga Masyarakatmempunyai I 

mendapat pelayanan pendidikan yang 

pendidikan yang diselenggarakan oleh Pem 

Setiap Warga Masyarakatberhak untuk 

penguasaan, pemanfaatan dan pengembanganilmupengetahuan, 

teknologi, seni, budaya dan olahraga 

kesejahteraan pribadi, daerah dan bangsa. 

Bagian Kedua 

Kewajiban Warga Masyarakat 

Pasal 37 

Warga Masyarakatdalam penyelenggaran p 

a. memberikan dukungan sumber dayapen 

PAUD. 

ak yang sama untuk 

endidikan wajib: 

didikan,   

d pada ayat (1) dan ayat 

pelayanan mengikuti 

bermutu pada satuan 

erintah Daerah. 

berperan serta dalam 

untuk meningkatkan



terlaksananya 

-unda Igan 

b. menciptakan dan mendukung 

menulis, mengbitung dan budaya belajar 

c. memberikan dukungan dalam 

pengembangan i lmu pengetabuan dan 

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada 

sesuai dengan ketentuanperundang-

(3) Warga Masyaralcat yang tidak m 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

administratif berupa teguran l isan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Peraturan bupati. 

budaya membaca, 

dibngkungannya; dan 

pemanfaatan, 

tjeknologi, seni danbudaya. 

yat (1) buruf c dilakukan 

pengusasaan. 

laksanakan kewajiban 

(1) dikenakan sanksi 

an sanksi administratif 

diktur lebib lanjut dengan 

dasar 

Pasal 38 

(1) Warga Masyarakat yang memiliki an 

berkewajiban memberikan pendidikan 

(2) Warga Masyarakat wajib memberikan 

luasnya kepada anaknya untuk me 

dengan kemampuan, minat, dan bakat 

(3) Setiap Warga Masyarakat berkewaji 

Kebutuban pribadi pendidikan anaknya. 

(4) Warga Masyarakat yang tidak mampu 

dari kewajiban pembiayaan pada jenjang 

Bagian Ketiga 

Tugas Pemerintab Daerab 

ik us ia wajib belajar, 

kepada anaknya. 

kfesempatan yang seluas-

mperoleb Pendidikan sesuai 

tersebut. 

an untuk membiayai 

anak 

secara ekonomi dibebaskan 

pjsndidikan dasar. 

Pasal 39 

Pemerintab Daerab bertugas mengarabkan, 

mengawasi, dan mengendalikan 

dengan peraturan perundangan-undangan 

penyelengaraan 

yaqg 

Bagian Keempat 

Kewajiban Pemerintab DaerAb 

membimbing, membantu, 

pendidikan sesuai 

berlaku. 

Pasal 40 

Pemerintab Daerab wajib: 

a. memberikan layanan dan kemudabar 

masyarakat tanpa diskriminasi; 

, serta menjamin warga 

2 

(3) 

@ 

(1 

(2 

3) 

(4) Warga Masyarakat yang tidak mampu sec 

b. menciptakan dan mendukung terlaksi 

menulis, menghitung dan budaya belajia 

c. memberikan dukungan dalam pel 

pengembangan ilmu pengetahuan dan ! 

Dukungan sebagaimana dimaksud pada & 

sesuai dengan ketentuanperundang-unda 

Warga Masyarakat yang tidak m 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

administratif berupa teguran lisan. 

Ketentuan mengenai tata cara pengenaz 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di 

Peraturan bupati. ) 

Pasal 38 

Warga Masyarakat yang memiliki an 

berkewajiban memberikan pendidikan das 

ananya budaya membaca, 

ir dilingkungannya, dan 

igusasaan, pemanfaatan, 

eknologi, seni danbudaya. 

yat (1) huruf c dilakukan 

hgan. 

elaksanakan kewajiban 

(1) dikenakan sanksi 

an sanksi administratif 

atur lebih lanjut dengan 

ak usia wajib belajar, 

ar kepada anaknya. 

Warga Masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas- 

luasnya kepada anaknya untuk mempe roleh Pendidikan sesuai 

dengan kemampuan, minat, dan bakat angk tersebut. 

Setiap Warga Masyarakat berkewajit 

Kebutuhan pribadi pendidikan anaknya. 

an untuk membiayai 

ara ekonomi dibebaskan 

— dari kewajiban pembiayaan pada jenjang pendidikan dasar. 

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, 

mengawasi, dan mengendalikan penyelengi 

Bagian Ketiga 

Tugas Pemerintah Daerah 

Pasal 39 

membimbing, membantu, 

aan pendidikan sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yarig berlaku. 

Pemerintah Daerah wajib: 

Bagian Keempat 

Kewajiban Pemerintah Daerih 

Pasal 40 

a. memberikan layanan dan kemudahan 

masyarakat tanpa diskriminasi, 

, serta menjamin warga  



mendukung program wajib 

bagi peserta didik dari 

tar; 

sarana pendidikan untuk 

yang berprestasi dan yang 

b. menetapkan SPM dalam penyelenggaran PAUD, pendidikan dasar 

dan Pendidikan Nonformal; 

c. menjamin tersedianya anggaran, guna 

belajar pendidikan dasar di daerah; 

d. menjamin tersedianya biaya persona 

keluarga kurang mampu dan anak terlantar; 

e. menjamin tersedianya sarana dan pn 

mencapai SPM; 

f. pemberian beasiswa bagi peserta didik 

rawan putus sekolab; 

g. menfasilitasi satuan pendidikan yahg diselenggarakan oleh 

Masyarakat dalam pengadaan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan; 

b. menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

pendidikan; 

i . menfasilitasi tersedianya pusat-pusat b i caan di masyarakat; 

j . mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar di 

masyarakat; 

k, mendorong dunia usaba dan dunia inOustri untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam penyelenggaraan 

pendidikan; dan 

1. menumbub kembangkan motivasi, m 

fasilitas, serta menciptakan iklirr 

perkembangan ilmu pengetabuan 

penyelenggaraan pendidikan. 

dan peningkatan mutu 

emberikan stimulasi dan 

yang kondusif bagi 

dan teknologi dalam 

BAB Vl l l 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Pendidikan 

Umum 

Pasal 41 

Bupati bertanggung jawab mengelola 

memmuskan serta menetapkan kebijakan 

sesuai kewenangannya. 

jistem pendidikan dan 

I 'aerab bidang pendidikan 

b. menetapkan SPM dalam penyelenggara 

dan Pendidikan Nonformal, 

c. menjamin tersedianya anggaran, guna 

belajar pendidikan dasar di daerah: 

d. menjamin tersedianya biaya personal 

keluarga kurang mampu dan anak terla 

e. menjamin tersedianya sarana dan pra 

mencapai SPM: : 

f. pemberian beasiswa bagi peserta didik 

rawan putus sekolah: 

g. menfasilitasi satuan pendidikan ya 

n PAUD, pendidikan dasar 

mendukung program wajib 

| bagi peserta didik dari 

ntar, | | 

Isarana pendidikan untuk 

yang berprestasi dan yang 

ng diselenggarakan oleh 

Masyarakat dalam pengadaan tenaga pendidik dan tenaga 

' kependidikan: 

h. menfasilitasi masyarakat dalam pengelglaan dan penyelenggaraan 

pendidikan,   i. menfasilitasi tersedianya pusat-pusat esa di masyarakat: 

j. mendorong pelaksanaan budaya mem 

masyarakat, 

ca dan budaya belajar di 

k. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi 

secara aktif dalam penyelenggaraan 

pendidikan, dan : 

dan peningkatan mutu 

Il menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan 

fasilitas, serta. menciptakan iklinh yang kondusif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan 

penyelenggaraan pendidikan. 

BAB VIII 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan Pendidikan 

Umum 

Pasal 41 

Bupati bertanggung jawab mengelola 

dan teknologi dalam 

sistem pendidikan dan 

merumuskan serta menetapkan kebijakan Ibaerah bidang pendidikan 

sesuai kewenangannya.  



Bagian Kedua 

Kebijakan Pengelolaan oleh Pemerin tah Daerah 

Pasal 42 

(1) Kebijakan Daerab bidang pendidikan 

dalam Pasal 41 merupakan penjabaran d£ r i kebijakan nasional dan 

kebijakan Provinsi bidang pendidikan, dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undanga i . 

(4 Kebijakan daerab bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam: 

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah; 

b. rencana pembangunan jangka menengsjb daerab; 

c. rencana strategis pendidikan daerab; 

d. rencana kerja Pemerintab Daerab; dan 

e. peraturan bupati di bidang pendidikan. 

(4 Kebijakan daerab bidang pendidikan sebqgaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman [bagi: 

a. semua jajaran Pemerintab Daerab; 

b. penyelenggara pendidikan yang didirika)i masyarakat; 

c. satuan atau program pendidikan; 

d. dewan pendidikan; 

e. komite sekolab atau nama lain yang sejOnis; 

f. pesertadidik; 

g. orang tua/wali peserta didik; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan; 

i . masyarakat; dan 

j . pibak lain yang terkait dengan pendidikhn. 

i pada ayat (1), ayat (2), 

fl) Pemerintab Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan paling 

sedikit 20% (dua pulub persen) dari Ar ggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab agar sistem pendidikan di .pat dilalcsanalcan secara 

efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah 

bidang pendidikan sebagaimana dimaksu 

dan ayat(3). 

^ Alokasi anggaran pendidikan sebagaimanE. dimaksud pada ayat (4) 

digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan guna 

mencapai Standar Nasional Pendidikan. 

Pasal 43 

Pemerintab Daerah mengarabkan, menjibimbing, mensupervisi, 

sebagaimana dimaksud (9) Kebijakan Daerah bidang perididikan 

@ 

Pemerintah Daerah mengarahkan, 

h. pendidik dan tenaga kependidikan, 

sedikit 2046 (dua puluh persen) dari Ar! 

. mencapai Standar Nasional Pendidikan. 

Bagian Kedua 

Kebijakan Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah 

Pasal 42 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4i merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan 

kebijakan Provinsi 

ketentuan peraturan perundang-undangah. 

bidang pendidikan, dan sesuai dengan 

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam: 

a. rencana pembangunan jangka panjang daerah: 

b. rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

Cc. rencana strategis pendidikan daerah, 

d. rencana kerja Pemerintah Daerah, dan 

e. peraturan bupati di bidang pendidikan. 

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman 

a. semua jajaran Pemerintah Daerah: 

b. penyelenggara pendidikan yang didirika! 

c. satuan atau program pendidikan, 

d. dewan pendidikan, 

e. komite sekolah atau nama lain yang sejc 

f. peserta didik, ) 

g. orang tua/wali peserta didik, 

i. masyarakat, dan 

j. pihak lain yang terkait dengan pendidik: 

Pemerintah Daerah mengalokasikan ang 

bagi: 

n masyarakat, 

Pnis: 

in. 

yaran pendidikan paling 

ggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah agar sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien, dan akuntabel sesuai di ngan kebijakan daerah 

bidang pendidikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 

dan ayat/3). 

Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana 

digunakan untuk program peningkatan 

Pasal 43 

membimbing, 

dimaksud pada ayat (4) 

mutu pendidikan guna 

mensupervisi,  



mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan 

mengendalikan penyelenggara satuan, ja lur , jenjang, dan jenis 

pendidikan sesuai kebijakan daerab bidang pe ndidikan. 

Bagian Ketiga 

Partisipasi Pendidikan 

Pasal 44 

(1) Bupati menetapkan target tingkat part 

semua jenjang dan jenis pendidikan 

tingkat Daerab. 

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan seb, 

ayat (1) dipenubi melalui ja lur Pendidikar 

Nonformal. 

(3) Dalam memenubi target tingkat 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 

mengutamakan perluasan dan pem 

Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfor 

(4) Bupati menetapkan target tingkat 

pendidikan pada tingkat Daerab yangmelii|>uti 

a. antar kecamatan; 

b. antar desa; dan 

c. antara laki-laki dan perempuan. 

Bagian Keempat 

Kebijalcan Pengelolaan oleb Satuan 

sipasi pendidikan pada 

barus dicapai pada yjing 

gaimana dimaksud pada 

Formal, dan Pendidikan 

partisipasi pendidikan 

.), Pemerintah Daerah 

an akses, melalui ja lur 

nal . 

pemerataan partisipasi 

•endidikan 

Pasal 45 

Pengelolaan oleb satuan pendidikan meliputi: 

a. perencanaan program; 

b. pengembangan kurikulum; 

c. penyelenggaraan pembelajaran; 

d. pendayagunaan pendidikan dan tenaga 

e. pengelolaan sarana prasarana; 

f. penilaian basil belajar; 

g. pengendalian; 

b. pelaporan; dan 

i . penyelenggaran fungsi manajemen lainjiya sesuai dengan prinsip 

cependidikan; 

mengawasi,  mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan 

mengendalikan penyelenggara satuan, j 

pendidikan sesuai kebijakan daerah bidang pd 

(1) 

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebz 

(4) 

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi: 

Bagian Ketiga 

Partisipasi Pendidikan 

Pasal 44 

ur, jenjang, dan jenis 

ndidikan. 

Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada 

semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada 

tingkat Daerah. 

gaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikar| Formal, dan Pendidikan 

Nonformal. 

Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (ll), Pemerintah Daerah 

mengutamakan perluasan dan pemeratdan akses, melalui jalur 

Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfor 

Bupati menetapkan target tingkat 

pendidikan pada tingkat Daerah yangmelij 

a. antar kecamatan, 

b. antar desa, dan 

c. antara laki-laki dan perempuan. 

. Bagian Keempat 

Kebijakan Pengelolaan oleh Satuan ! 

Pasal 45 

a. perencanaan program, 

b. pengembangan kurikulum, 

c. penyelenggaraan pembelajaran, 

d. pendayagunaan pendidikan dan tenaga 

e. pengelolaan sarana prasarana, ) 

f. penilaian hasil belajar: 

g. pengendalian, i 

h. pelaporan, dan 

mal. 

pemerataan partisipasi 

uti: DD
 

Pendidikan 

cependidikan, 

i. penyelenggaran fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip  



manajemen berbasis sekolab atau satu m pendidikan nonformal. 

lyat (1) dikembangkan 

Badan Standar Nasional 

Pasal 46 

(1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidiki n dasar dilaksanakan 

berdasarkan SPM dengan prinsip manajerpen berbasis sekolab. 

(2) SPM sebagaimana dimalcsud pada 

berdasarkan SPM yang ditetapkan oleb 

Pendidikan. 

P) Manajemen berbasis sekolab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pada prinsip kemandirian 

keterbukaan dan akuntabilitas. 

(4) Ketentuan mengenai SPM sebagaimana 

diatur dengan Peraturan bupati. 

kemitraan, partisipasi, 

dimaksud pada ayat (1) 

Pasal 47 

(1) Satuan pendidikan jenjang pendidikan 

Pemerintah Daerab melalcsanakan 

PendidikanDasar. 

(2) Satuan pendidikan yang didirikan ol 

menggunakan dana alokasi 

terselenggaranya Program Wajib Belajar 

(3) Satuan pendidikan yang didirikan 

alokasi anggaran subsidi biaya pendidikar 

didik memperoleb akses pelayanan pendi 

yang orang tua/wali tidak mampu 

(4) Satuan pendidikan mengupayakan pes 

tua/wali tidak mampu membiayai 

beasiswa agar terbindar dari potensi putus 

dasar yang didirikan oleb 

Plrogram Wajib Belajar 

Pemerintab Daerab 

BOSDA guna 

Pehdidikan Dasar. 

memanfaatkan 

guna menjamin peserta 

i ikan bagi peserta didik 

anggaran 

m a jyarakat 

membia ^aipendidikan. 

jrta didik yang orang 

pendiqikan dapat memperoleh 

sekolah. 

B A B IX 

PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN ORGANISASI PROFESI 

Bagian Kesatu 

Penghargaan 

Pasal 48 

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga 

atas dasar prestasi kerja, pengabdian, 

berjasa terhadap negara, karya luar biafea 

kependidikan diberikan 

cesetiaan pada negara, 

dan/atau meninggal 

(1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikd 

» 

8 

@ 

(1) 

@ 

9 

IS) 

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga 

) PendidikanDasar. 

manajemen berbasis sekolah atau satu 

Pasal 46 

berdasarkan SPM dengan prinsip manajer 

an pendidikan nonformal. 

1 dasar dilaksanakan 

nen berbasis sekolah. 

SPM sebagaimana dimaksud pada V vat . (1) dikembangkan 

berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh 

Pendidikan. 

Badan Standar Nasional 

Manajemen berbasis sekolah sebagaimang dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pada prinsip kemandirian 

keterbukaan dan akuntabilitas. 

Ketentuan mengenai SPM sebagaimana 

diatur dengan Peraturan bupati. 

) Pasal 47 

Satuan pendidikan jenjang pendidikan d 

kemitraan, partisipasi, 

dimaksud pada ayat (1) 

pasar yang didirikan oleh 

Pemerintah Daerah melaksanakan Program Wajib Belajar 

Satuan pendidikan yang didirikan ol 

menggunakan — dana alokasi 

Satuan pendidikan yang didirikan mas 

alokasi anggaran subsidi biaya pendidikar 

didik memperoleh akses pelayanan pendi 

angg 

terselenggaranya Program Wajib Belajar Pe 

!h Pemerintah Daerah 

BOSDA 

ndidikan Dasar. 

syarakat memanfaatkan 

guna menjamin peserta 

aran guna 

Jikan bagi peserta didik 

yang orang tua/wali tidak mampu membiayaipendidikan. 

Satuan pendidikan mengupayakan pes 

tua/wali tidak mampu membiayai pendid 

beasiswa agar terhindar dari potensi putus 

BAB IX 

erta didik yang orang 

ikan dapat memperoleh 

sekolah. 

PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN DAN ORGANISASI PROFESI 

Bagian Kesatu 

Penghargaan 

Pasal 48 

atas dasar prestasi kerja, pengabdian, 

berjasa terhadap negara, karya luar bia 

kependidikan diberikan 

kesetiaan pada negara, 

sa dan/atau meninggal  



dalam melaksanalcan tugas. 

C4 Penghargaan sebagaimana dimaksud pad i ayat (1), dapat diberikan 

Pemerintab Daerab dan/atau dunia usab, i dan/atau penyelenggara 

dan pengelola pendidikan berupa kenaican pangkat, tanda j a s a 

atau penghargaan lain. 

^ Selain bentuk penghargaan sebagaimana 

dapat juga diberikan dalam bentuk 

dan/atau beasiswa. 

Bagian Kedua 

Perlindungan 

dimalcsud pada ayat (2), 

piagam, lencana, uang 

pendidik dan tenaga 

ayat (1), meliputi : 

Pasal 49 

(1) Perlindungan diberikan kepada setiap 

kependidikan. 

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud padf 

a. perlindungan bukum yang mencajkup terhadap tindak 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskri ninatif, intimidasi, atau 

perlakuan tidak adil dari peserta didik, 

masyarakat, dan/atau pibaklain; 

b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap 

pelaksanaan tugas sebagai tenaga piofesional yang meliputi 

pemutusan bubungan kerja yang tidak 

perundang- undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, 

pembatasan kebebasan akademik, i an pembatasan atau 

pelarangan lain yang dapat mengbambat dalam pelaksanaan 

tugas; dan 

c. perlindungan keselamatan dan kesebabm kerja yang mencakup 

orang tua peserta didik. 

sesuai dengan peraturan 

perlindungan terhadap risiko gan^ 

kecelakaan kerja, dan atau risiko lain. 

Bagian Ketiga 

Organisasi Profesi 

Pasal 50 

(1) Pendidik wajib menjadi anggota organisa: 

yang bersifat mandiri sesuai dengOnketentuan 

perundang-undangan dan tidak 

tanggungjawab. 

uan keamanan keija. 

i profesi sebagai wadab 

peraturan 

tugas dan me igganggu 

(1) 

(1) Pendidik wajib menjadi anggota organisas 

dalam melaksanakan tugas. 

Penghargaan sebagaimana dimaksud pad 

Pemerintah Daerah dan/atau dunia usah: 

dan pengelola pendidikan berupa kenai 

atau penghargaan lain. 

Selain bentuk penghargaan sebagaimana 

dapat juga diberikan dalam bentuk 

dan/atau beasiswa. 

Bagian Kedua 

Perlindungan 

Pasal 49 

Perlindungan diberikan kepada setiap 

kependidikan. 

, ayat (1), dapat diberikan 

1 dan/atau penyelenggara 

kan pangkat, tanda jasa 

dimaksud pada ayat (2), 

piagam, lencana, uang 

pendidik dan tenaga 

Perlindungan sebagaimana dimaksud pad4 ayat (1), meliputi : 

a. perlindungan hukum yang mencakup 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskri 

perlakuan tidak adil dari peserta didik, 

masyarakat, dan/atau pihaklain, 

b. perlindungan profesi yang mencakup 

tindak 

Ininatif, intimidasi, atau 

terhadap 

orang tua peserta didik, 

perlindungan terhadap 

pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi 

pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan, pemberian imtalan yang tidak wajar, 

pembatasan kebebasan akademik, ian pembatasan atau 

pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan 

tugas, dan 

perlindungan terhadap risiko gangg 

kecelakaan kerja, dan atau risiko lain. 

Bagian Ketiga 

Organisasi Profesi 

Pasal 50 

yang bersifat mandiri 

perundang-undangan dan 

tanggungjawab. 

tidak ' mengganggu 

. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup 

uan keamanan kerja, 

i profesi sebagai wadah 

sesuai dengdnketentuan peraturan 

tugas dan  



(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksu 

untuk meningkatkan dan/atau mengem 

profesionalitas. 

i pada ayat (1) bertujuan 

jangkan kemampuandan 

Bagian Keempat 

Asosiasi 

Pasal 51 

(1) Asosiasi dapat dibentuk oleb: 

a. perkumpulan kepala satuan pendidikak 

b. perkumpulan guru, tutor, dan instruktur 

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada 

mandiri yang bertujuan untuk meningkatljian 

kemampuan, serta profesionalisme 

pendidikan. 

(3) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi 

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai deng 

undangan. 

; dan 

Lr. 

O-yat (1), wadah bersifat 

dan mengembangkan 

dlalam penyelenggaraan 

i sebagaimana dimaksud 

m peraturanperundang-

B A B X 

KURIKULUM 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Kur ikulum 

Pasal 52 

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun 

sesuai Standar Nasional Pendidikan dar 

undangan. 

dan memiliki kur ikulum 

peraturan perundang-

Pasal 53 

(1) Kur ikulum pendidikan dasar wajib memua|t: 

a. pendidikan agama; 

b. pendidikan kewarganegaraan; 

c. babasa; 

d. matematika; 

e. i lmu pengetabuan alam; 

f. i lmu pengetabuan sosial; 

g. seni dan budaya; 

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksu 

4 

(3) 

untuk meningkatkan dan/atau mengem 

profesionalitas. 

Bagian Keempat 

Asosiasi 

Pasal S1 
Asosiasi dapat dibentuk oleh: 

I pada ayat (1) bertujuan 

bangkan kemampuandan 

a. perkumpulan kepala satuan pendidikah: dan 

b. perkumpulan guru, tutor, dan instruktur.   Asosiasi sebagaimana dimaksud pada yat (1), wadah bersifat 

mandiri yang bertujuan untuk meningka an dan mengembangkan 

kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturanperundang- 

undangan. 

BAB X 

KURIKULUM 

Bagian Kesatu 

Penyusunan Kurikulum 

Pasal 52 

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun 

sesuai Standar Nasional Pendidikan darl peraturan perundang- 

undangan. 

(1) Kurikulum pendidikan dasar wajib memuaf: 

Pasal 53 

a. pendidikan agama, 

b. pendidikan kewarganegaraan, 

c. bahasa, 

d. matematika, 

e. ilmu pengetahuan alam, 

—£ ilmu pengetahuan sosial: 

g. seni dan budaya. 

dan memiliki kurikulum 

 



pe lajaran 

h. pendidikan jasmani dan olahraga; 

i . keterampilan/kejuruan; dan 

j . muatan lokal. 

(2) Selain kur ikulum jenjang pendidikan das i r 

pada ayat (1),dapat memuat mata 

berisikan materi meliputi: 

a. pendidikan karakter atau akblak mulia; 

b. pendidikan anti korupsi; 

c. pendidikan anti pomografi dan porno aljisi; dan 

d. pendidikan kebencanaan. 

(3) Muatan materi mata pelajaran sebagaimima 

(2) diselenggarakan secara terintegrasi 

belajar mengajar pada semua mata pelaj 

dengan kur ikulum yang berlaku. 

sebagaimana dimaksud 

tambaban yang 

dimaksud pada ayat 

melalui proses kegiatan 

iran atau tematik sesuai 

Pasal 54 

(1) Kur ikulum pada satuan pendidikan dashr dan ja lur Pendidikan 

Nonformal dapat dikembangkan dengan Jtandar yang lebib tinggi 

dari SNP sesuai dengan tuntutan c an kebutuban dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di 

bidang pendidikan. 

(2) Prinsip pengembangan kur ikulum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),meliputi: 

a berbasis kompetensi, perkembangan, |kebutuban, kepentingan 

peserta didik dan lingkungan; 

b. beragam dan terpadu; 

c tanggap terbadap perkembangan ilmu 

seni dan budaya; 

d relevan dengan kebutuban kebidupan; 

e. menyelurub dem berkesinambungan; 

f belajar sepanjang bayat; dan 

g seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerab. 

(3) Ketentuan mengenai pengembangan 1 

dimalcsud pada ayat (2) diatur dengan Per 

pengetabuan, teknologi, 

ur iku lum sebagaimana 

turan bupati. 

Pasal 55 

(1) Kur ikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menenjab Daerab di bidang 

@ 

9 

2) 

.. tanggap terhadap perkembangan iimu 

(1) 

i J muatan lokal. 

h. pendidikan jasmani dan olahraga, 

1 keterampilan/kejuruan, dan 

Selain kurikulum jenjang pendidikan dasdr sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I),dapat memuat mata pc 

berisikan materi meliputi: 

a. pendidikan karakter atau akhlak mulia, 

b. pendidikan anti korupsi, 

C. pendidikan anti pornografi dan porno al 

d. pendidikan kebencanaan. 

Muatan materi mata pelajaran sebagaim: 

(2) diselenggarakan secara terintegrasi 

belajar mengajar pada semua mata pelaj: 

dengan kurikulum yang berlaku. 

Pasal 54 

lajaran tambahan yang 

csi, dan 

ina dimaksud pada ayat 

melalui proses kegiatan 

aran atau tematik sesuai 

Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur Pendidikan 

Nonformal dapat dikembangkan dengan : 

dari SNP sesuai dengan tuntutan d 

berpedoman pada ketentuan peraturan j 

bidang pendidikan. 

standar yang lebih tinggi 

an kebutuhan dengan 

perundang- undangan di 

Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),meliputi: 

a berbasis kompetensi, perkembangan, 

peserta didik dan lingkungan, 

b beragam dan terpadu, 

seni dan budaya, : 

d. relevan dengan kebutuhan kehidupan, 

e menyeluruh dan berkesinambungan, 

f belajar sepanjang hayat, dan 

g seimbang antara kepentingan nasional d 

Ketentuan mengenai 

kebutuhan, kepentingan 

pengetahuan, teknologi, 

an kepentingan daerah. 

pengembangan kurikulum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Pergturan bupati. 

Pasal 55 

Kurikulum mengacu pada Standar Ndsional Pendidikan dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang  



seb agai 

Pendidikan. 

(2) Kur ikulum wajib dilaksanakan denganmejnperbatikan: 

a. keunggulandaerab; 

b. menggunakan Standar Nasional Perjdidikan, mengembangkan 

potensi dan keunggulan lokal; dan 

c. kompetensi dasar untuk pendidikan infbrmatika 

(3) Kur ikulum sebagaimana yang dimaksud 

wajib disusun oleb satuan pendidilcan 

a. dokumen KTSP PAUD dinyatakan 

Sekolab/pengelola setelab mendapat 

Sekolab/Komite PAUD dan disabkan 

b. dokumen KTSP SD, SMP dinyatakj 

Sekolab setelab mendapat pertimbanOan 

dan disabkan oleb Kepala Dinas; dan 

c. dokumen KTSP Pendidikan KesetaraaA 

Paket C dinyatakan berlaku oleb 

Nonformal setelab mendapatkan pertinjibc 

disabkan oleh Kepala Dinas. 

diSMP. 

:)ada ajret (1) dan ayat (2) 

i KTSP meliputi: 

berlaku oleb Kepala 

pjertimbangan dari Komite 

KepalaDinas; 

berlaku oleb Kepala 

dari Komite Sekolah 

oleb 

gn 

Ke pal 

Paket A, Paket B , dan 

a Satuan Pendidikan 

angan dari Penilik dan 

Bagian Kedua 

Pengenalan dan Pengembangan Budaya Dae •ab Sebagai Muatan Lokal 

Pasal 56 

(1) Budaya lokal Daerab diperkenalkan pa4a pembelajaran muatan 

lokal. 

(2) Secara bertabap Pemerintab Daerab dan 

mengembangkan dan mengimplement4sikan 

sebagai muatan lokal. 

(3) Muatan lokal sebagaimana dimalcsud pacja ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Daerah. 

satuan Pendidikan dapat 

Budaya Daerab 

Bagian Ketiga 

Pendidikan Karakter Berbasis Kej 

Pasal 57 

(1) Satuan pendidikan menyelenggarakar 

karakter berbasis keagamaan 

mengembangkan kepribadian Peserta 

berakblak mulia. 

yang 

gamaan 

program pendidikan 

bertujuan untuk 

Didik yang religius dan 

@& 

3 

Pengenalan dan Pengembangan Budaya Dae 

(1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pad 

(2) 

(3) 

(1) 

Pendidikan. 
Kurikulum wajib dilaksanakan denganme nperhatikan: 

a. keunggulandaerah:, 

b. menggunakan Standar Nasional Pen 

potensi dan keunggulan lokal, dan 

didikan, mengembangkan 

c. kompetensi dasar untuk pendidikan infbrmatika diSMP. 

Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) 

wajib disusun oleh satuan pendidikan sebagai KTSP meliputi: 

a.dokumen KTSP PAUD dinyatakan 
Sekolah/pengelola setelah mendapat p 

berlaku oleh Kepala 

ertimbangan dari Komite 

Sekolah/Komite PAUD dan disahkan oldh KepalaDinas, 

b.dokumen KTSP SD, SMP dinyataka 

Sekolah setelah mendapat pertimbang 

dan disahkan oleh Kepala Dinas, dan 

n berlaku oleh Kepala 

an dari Komite Sekolah 

c. dokumen KTSP Pendidikan La Paket A, Paket B, dan 

Paket C dinyatakan berlaku oleh Ke 

Nonformal setelah mendapatkan pertin 

disahkan oleh Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Pasal 56 

lokal. 

Secara bertahap Pemerintah Daerah dan 

mengembangkan dan mengimplementa 

sebagai muatan lokal. 

Muatan lokal sebagaimana dimaksud pad 

Peraturan Daerah. i 

Bagian Ketiga 

Pendidikan Karakter Berbasis Ked 

| Pasal 57 

Satuan pendidikan menyelenggarakar 

karakter berbasis keagamaan y 

ala Satuan Pendidikan 

1bangan dari Penilik dan 

tah Sebagai Muatan Lokal 

la pembelajaran muatan 

satuan Pendidikan dapat 

Isikan Budaya Daerah 

a ayat (1), diatur dengan 

gamaan 

program pendidikan 

g bertujuan untuk 

mengembangkan kepribadian Peserta Didik yang religius dan 

berakhlak mulia.  



(2) Pendidikan karakter berbasis keagamaai. 

pada ayat (1) diselenggarakan oleb satuan 

pelajaran pendidikan agama dan kegiatan 

(3) Peserta didik yang telah mengikuti 

keagamaan sebagaimana dimaksu 

diberikansertifikat. 

sebagaimana dimaksud 

pendidikan melalui mata 

keagamaan lainnya. 

penqidikan karakter berbasis 

pada ayat (1) 

Pasal 58 

(1) Pendidikan karakter berbasis keagamaar 

dalam Pasal 57 bagi peserta didik yang 1: eragama Kristen Katolik, 

Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Kongbucu dilaksanakan 

melalui mata pelajaran pendidikan ag ima dan dalam bentuk 

kegiatan keagamaan yang disesuaikan dengan agama peserta didik 

pada bari-bari besar agama atau dapp.t memanfaatlcan masa 

Ramadban. 

(2) Selain kegiatan keagamaan pada Hari-bari besar agama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan karakter berbasis 

keagamaan dapat di lakukan di bulanlainn ra. 

(3) Kegiatan keagamaan pada bari-bari besar agama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandi 

a. lembaga keagamaan atau sebutan lain;dan 

b. satuan pendidikan. 

(4) Ketentuan lebib lanjut mengenai tata cara 

Karakter Berbasis Keagamaan, diatur den§ £ 

sebagaimana dimaksud 

pelaksanaan Pendidikan 

an Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Pendidikan Kecakapan Sosikl 

Pasal 59 

(1) Satuan pendidikan menyelenggarakan 

kecakapan sosial yang dilakukan guna 

akblakmulia. 

(2) Pendidikan kecakapan sosial sebagaiman, 

dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. gerakan pendidikan kepramukaan; 

b. palang merab remaja; 

c. usaba kesehatan sekolab; 

d. keagamaan; 

program pendidikan 

mendukung pendidikan 

dimaksud pada ayat (1) 

(2) 

(3) 

(1 

@) 

(3 

@ 

(1) 

Pendidikan karakter berbasis keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan 

pelajaran pendidikan agama dan kegiatan 

Peserta didik yang telah mengikuti pend 

keagamaan dimaksud sebagaimana 1 pada 

diberikansertifikat. 

Pasal 58 

Pendidikan karakter berbasis keagamaan! 

pendidikan melalui mata 

keagamaan lainnya. 

idikan karakter berbasis 

ayat (1) 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 57 bagi peserta didik yang beragama Kristen Katolik, 

Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan 

melalui mata pelajaran pendidikan aga 

kegiatan keagamaan yang disesuaikan der 

pada hari-hari besar agama atau dap 

Ramadhan. ) ) 
Selain kegiatan keagamaan pada FI 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pend 

keagamaan dapat dilakukan di bulanlainn| 

Konghucu dilaksanakan 

Ima dan dalam bentuk 

hgan agama peserta didik 

at memanfaatkan masa 

ari-hari besar agama 

lidikan karakter berbasis 

ya. 

Kegiatan keagamaan pada hari-hari besar agama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandi 

a. lembaga keagamaan atau sebutan lain,d 

b. satuan pendidikan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

an 

pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Berbasis Keagamaan, diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 

Pendidikan Kecakapan Sosi 

Pasal 59 

Satuan pendidikan menyelenggarakan 

kecakapan sosial yang dilakukan guna 

akhlakmulia. 

Pendidikan kecakapan sosial sebagaimana 

dapat dilakukan melalui kegiatan: 

a. gerakan pendidikan kepramukaan, 

b. palang merah remaja: 

c. usaha kesehatan sekolah, 

d. keagamaan, 

al 

program pendidikan 

mendukung pendidikan 

dimaksud pada ayat (1)  



igaimana dimaksud pada 

sebagaimana dimaksud 

e. olabraga; 

f. seni; dan 

g. organisasi siswa intra sekolab. 

(3) Satuan pendidikan wajib membentuk dan melaksanakan program 

kegiatan pendidikan kecakapan sosial seb 

ayat (2). 

(4) Satuan pendidikan wajib mengarabkan jteserta didik untuk aktif 

mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiata|n pendidikan kecakapan 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat {1 

(5) Kegiatan pendidikan kecakapan sosial 

pada ayat ( l )di laksanakan sesuai: 

a. perangkat pedoman pelaksanaan; 

b. pengembangan kapasitas sumber daya ihanusia; dan 

c. revitalisasi kegiatan yang sudabdilakuki n , 

(5) Peserta didik yang telab mengikuti kegiatqn pendidikan kecakapan 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

(7) Ketentuan lebib lanjut mengenai kegiataji pendidikan kecakapan 

sosial diatur dengan Peraturan bupati. 

BAB X I 

BAHASA PENGANTAR 

Pasal 60 

(1) Babasa Indonesia sebagai babasa ntgara menjadi babasa 

pengantar dalam kegiatan belajar mengaja •. 

(4 Babasa Daerab dapat digunakan sebagai 

tabap awal pendidikan dalam penyampaiaji pengetabuan dan/atau 

keterampilan. 

(4 Babasa asing dapat digunakan sebagai babasa pengantar pada 

satuan pendidikan tertentu untuk msndukung kemampuan 

berbabasa asing pesertadidik. 

BAB X l l 

PRASARANA DAN SARANA 

Dabasa pengantar dalam 

diselengg; u-akan 

Pasal 61 

(1) Setiap satuan pendidikan yang 

Daerab wajib menyediakan prasarana 

dalam rangka mencapai SNP melalui tabapan 

oleb Pemerintab 

({lan sarana pendidikan 

SPM. 

' kegiatan pendidikan kecakapan sosial seb 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

() 

. keterampilan. 

(1) 

e. olahraga, 

f seni: dan 

g. organisasi siswa intra sekolah. 

Satuan pendidikan wajib membentuk dah melaksanakan program 

ayat (2). 

Satuan pendidikan wajib mengarahkan j 

mengikuti paling sedikit 1 (satu) kegiatal 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2 

Kegiatan pendidikan kecakapan sosial 

pada ayat (1)dilaksanakan sesuai: ) 

a. perangkat pedoman pelaksanaan, 

b. pengembangan kapasitas sumber daya r 

Cc. revitalisasi kegiatan yang sudahdilakuk4 

Peserta didik yang telah mengikuti kegiatz 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatai 

sosial diatur dengan Peraturan bupati. 

: BAB XI 

BAHASA PENGANTAR 

Pasal 60 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nbgara menjadi 

pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. 

agaimana dimaksud pada 

peserta didik untuk aktif 

n pendidikan kecakapan 

—
 

. 

sebagaimana dimaksud 

nanusia: dan 

In. | 

In pendidikan kecakapan 

) diberikan piagam. 

h pendidikan kecakapan 

bahasa 

Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam 

tahap awal pendidikan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau 

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada 

satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan 

berbahasa asing pesertadidik. 

BAB XII 

PRASARANA DAN SARANA! 

Pasal 61 

Setiap satuan pendidikan yang diselenggkrakan oleh Pemerintah 

| Daerah wajib menyediakan prasarana (lan sarama pendidikan 

dalam rangka mencapai SNP melalui tahap an SPM.  



(2) Pendayagunaan prasarana dan sarana i)endidikan sesuai tujuan 

dan fungsinya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan. 

(3) Penyediaan prasarana dan sarana jiendidikan sebagaimana 

dimgiksud pada ayat (1) dilaksanakan seiiuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dlimaskud pada ayat (1) 

disesuaikan dengan jenjang satuan pendic ikan antara lain: 

a Satuan Pendidikan PAUD/TK: 

1. Ruang kegiatan. 

2. Ruang kepala sekolab/pengelola 

3. Ruang Pendidik 

4. Ruang tidur 

5. Ruang makan 

6. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UKSj) 

7. Ruang perpustakaan 

8. Ruang Konsultasi 

9. Toilet anak 

10. Toilet dewasa 

11. Dapur 

12. Gudang 

13. Aula 

14. Ruang cuci 

15. Kolam renang 

16. Kolam pasir 

17. Ruang multimedia 

18. Ruang bilas dan ruang ganti 

19. Halaman bermain 

b. Satuan Pendidikan S D / M l : 

1. ruang kelas; 

2. ruang perpustakaan; 

3. ruang laboratorium; 

4. ruang kepala sekolah; 

5. ruang guru; 

6. ruang tata usaba; 

7. tempat beribadab; 

8. ruang UKS; 

9. jamban atau WC; 

(2) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan 

dan fungsinya menjadi tanggung jawab s 

(3) Penyediaan prasarana dan sarana 

an pendidikan. 

endidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaskua pada ayat (1) 

disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan antara lain: 

a Satuan Pendidikan PAUD/TK: 

Ruang kegiatan. 

Ruang Pendidik 

Ruang tidur . 

Ruang makan 

Ruang perpustakaan 

Ruang Konsultasi 

Toiletanak 

. Toilet dewasa 
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. Dapur 
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. Gudang 

. Aula 

. Ruang cuci 
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. Kolam renang 

ke
t AN . Kolam pasir 

pa
d 

s . Ruang multimedia 

pu
ma

 

0
 . Ruang bilas dan ruang ganti 

19. Halaman bermain 

b. Satuan Pendidikan SD/MI : 

.ruang kelas, 

.ruang perpustakaan, 

. ruang laboratorium, 

.ruang kepala sekolah, 

, ruang guru, 

D
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&
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N
 

-— 

.ruang tata usaha, 

7. tempat beribadah: | 

3. ruang UKS, 

O. jamban atau WC, 

Ruang kepala sekolah /pengelola 

Ruang Pemeriksaan Kesehatan (UrS 

 



10. tempat cuci tangan; 

11. gudang;daii 

12. tempatbermain/berolahraga. 

c. Satuan Pendidikan SMP: 

1. Ruang kelas; 

2. ruang perpustakaan; 

3. ruang laboratorium; 

4. ruang kepala sekolab; 

5. ruang guru; 

6. ruang tata usaba; 

7. tempat beribadab; 

8. ruang konseling; 

9. ruang UKS; 

10. ruang organisasi kesiswaan; 

11 .jamban atau toilet; 

12. gudang; 

13. ruang sirkulasi ; dan 

14. tempat bermain/berolabraga. 

Pasal 62 

(1) Pemerintab Daerab dapat memberikan 

sarana pendidikan pada satuan pendidikan 

masyarakat. 

(2) Pemerintab Daerab dapat memberikaji 

masyarakat dan/atau pelaku usaba yaqg 

prasarana dan sarana pendidikan. 

(3) Pemberian pengbargaan sebagaimana 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuar 

undangan. 

Pasal 63 

(1) Prasarana pendidikan berupa bangunan 

persyaratan administratif dan persyaratan 

(2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengsjn 

perundang-undangan. 

Pasal 64 

Pengbapusan prasarana dan sarana pendidik: 

bantuan prasarana dan 

yang diselenggarakan 

pengbargaan kepada 

memberikan bantuan 

dimaksud pada ayat (2), 

peraturan perundang-

gedung, barus memenubi 

teknis sesuai fungsinya. 

pendidikan sebagaimana 

ketentuan peraturan 

n pada satuan pendidikan 

10. tempat cuci tangan: 

11. gudang:dan i 

12. tempatbermain / berolahraga. 

c. Satuan Pendidikan SMP: 

Ruang kelas, 

ruang perpustakaan: 

ruang laboratorium, 

ruang kepala sekolah, 

ruang guru, . 

ruang tata usaha, 

tempat beribadah: 
ruang konseling: 

R
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O
A
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ne 

ruang UKS, 

10. ruang organisasi kesiswaan, 

11l.jamban atau toilet, 

12. gudang, | 

13. ruang sirkulasi, dan 

14. tempat bermain /berolahraga. 

Pasal 62 

(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan 

sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 

masyarakat. 

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada 

masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang memberikan bantuan 

prasarana dan sarana pendidikan. 

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuarj peraturan perundang- 

undangan. 

) Pasal 63 

(1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan|teknis sesuai fungsinya. 

(2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. ) 

Pasal 64 

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan  



yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

dilakukan sesuai dengan 

BAB X l l l 

PERAN SERTA MASYARAKl\T 

Bagian Kesatu 

Umum 

organisasi 

dalam 

a ^anan 

Pasal 65 

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 

perseorangan, kelompok, keluarga, 

dan organisasi kemasyarakatan 

pengelolaan, dan pengendalian mutu pela; 

f4 Peran serta masyarakat sebagaimana 

dapat sebagai sumber, pelaksana, dan 

^ Peran serta masyarakat dalam 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

perencanaan, pengorganisasian, pelal 

penyelenggaraanpendidikan. 

^ Peran serta masyarakat dalam 

pendidikan sebagaimana dimaksud 

partisipasi dalam perencanaan, pengawas 

pendidikan. 

^ Ketentuan mengenai pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Peraturan bupati. 

pad 

Pasal 66 

(1) Peran serta perseorangan, keluarga dan '. 

pendidikan dapat berupa kontribusi 

kependidikan, dana, prasarana dan sarai 

pendidikan, dan pengendalian mutu pela^ 

satuan pendidikan. 

(2) Peran serta organisasi profesi sebagai s 

berupa penyediaan tenaga abli dalam 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Formhl 

dan Pendidikan Informal. 

(3) Peran serta pengusaba sebagai sumber 

meliputi peran serta 

i profesi, pengusaba 

penyelenggaraan, 

pendidikan. 

kimaksud pada ayat (1), 

basil pendidikan. 

]j)engelolaan pendidikan 

(1), dapat berbentuk 

icsainaan dan pengendalian 

penger dalian mutu pelayanan 

a ayat (1) mencakup 

m , dan evaluasi program 

p^ran serta masyarakat 

diatur lebib lanjut dengan 

elompok sebagai sumber 

pendidik dan tenaga 

1 dalam penyelenggaraan 

anan pendidikan kepada 

rmber pendidikan dapat 

biqangnya dan narasumber 

, Pendidikan Nonformal 

oendiddcan dapat berupa 

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

4 

9 

@& 

3) 

Peran 

dan Pendidikan Informal. 

BAB XIII 

PERAN SERTA MASYARAK. 

Bagian Kesatu 

. Umum 

| Pasal 65 

Peran serta masyarakat dalam pendidik 

perseorangan, kelompok, keluarga, orgar 

kemasyarakatan d 

pengelolaan, dan pengendalian mutu pelah 

dan organisasi . 

Peran serta masyarakat sebagaimana cd 

dapat sebagai sumber, pelaksana, dan per 

serta masyarakat: 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

penyelenggaraanpendidikan. 

Peran serta masyarakat dalam penger 

dalam . pengelolaan 

dilakukan sesuai dengan 

" . 

an meliputi peran serta 

lisasi profesi, pengusaha 

alam penyelenggaraan, 

ranan pendidikan. 

imaksud pada ayat (1), 

1gguna hasil pendidikan. 

pendidikan : 

(1), dapat berbentuk 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksdnaan dan pengendalian 

dalian mutu pelayanan 

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup . 

partisipasi dalam perencanaan, pengawas 

pendidikan. | | | 

Ketentuan mengenai pelaksanaan pd 

an, dan evaluasi program 

ran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan bupati. 

Pasal 66 

Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber 

pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga 

kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan 

satuan pendidikan. 

Peran serta organisasi profesi sebagai s 

“pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada 

amber pendidikan dapat 

berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber 

dalam penyelenggaraan Pendidikan Form al, Pendidikan Nonformal 

Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa  



penyediaan fasilitas prasarana dan 

beasiswa, dan nara sumber dalam 

Formal, Pendidikan Nonformal Dan 

(4) Peran serta organisasi kemasyarakatan 

dapat berupa pemberian beasiswa, 

penyelenggaraan Pendidikan Formal, 

Pendidikan Informal. 

sdrana pendidikan, dana, 

ilenggaraan Pendidikan 

Pendicllikan Informal. 

agai sumber pendidikan 

dan narasumber dalam 

Peadidikan Nonformal dan 

atau kelompok sebagai 

Pasal 67 

(1) Peran serta perseorangan, keluarga 

pelaksana pendidikan dapat berupa partjsipasi dalam pengelolaan 

pendidikan. 

(2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelkksana pendidikan dapat 

berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga 

akreditasi mandiri. 

(3) Dunia usaba sebagai pelaksana pendidikjan berperan serta dalam 

menerima peserta didik dan/atau tenagi 

Daerah dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem 

ganda, dan/atau kerjasama produksi dejngan satuan pendidikan 

sebagai institusi pasangan. 

(4) Peran serta organisasi kemasyarakaljan sebagai pelaksana 

pendidikan dapat berupa penyelenggara, jfengelolaan, pengawasan, 

dan pembinaan satuan pendidikan. 

Pasal 68 

Peran serta dunia usaba sebagai pengguna 

berupa kerjasama dengan satuan 

pengembangan jaringan informasi. 

basil pendidikan dapat 

pendidikan dalam kerjasama 

Pasal 69 

(1) Untuk peningkatan mutu dan relevan 

Pemerintali Daerab bersama pelalcu upaba 

profesi dapat membentuk forum koolrdinasi 

kerjasama; 

(2) Pembentukan forum koordinasi konsultasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

keputusan Bupati. 

3i program pendidilcan, 

dan/atau asosiasi 

konsultasi dan 

dan kerjasama 

1), ditetapkan dengan 

4 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Peran serta dunia usaha sebagai pengguna 

penyediaan fasilitas prasarana dan sdrana pendidikan, dana, 

beasiswa, dan nara sumber dalam pen 

Formal, Pendidikan Nonformal Dan Pendik 

Peran serta organisasi kemasyarakatan se 

dapat berupa pemberian beasiswa, 4 

penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pe 

Pendidikan Informal. 

Pasal 67 

Peran serta perseorangan, keluarga 

pelaksana pendidikan dapat berupa parti 

pendidikan. 

Peran serta organisasi profesi sebagai pel 

berupa pembentukan lembaga evalu 

akreditasi mandiri. 

Dunia usaha sebagai pelaksana pendidik 

menerima peserta didik dan/atau tenag 

Daerah dalam pelaksanaan sistem mar 

ganda, dan/atau kerjasama produksi de 

sebagai institusi pasangan. 

Peran serta organisasi kemasyarakat 

pendidikan dapat berupa penyelenggara, ! 

dan pembinaan satuan pendidikan. 

Pasal 68 

yelenggaraan Pendidikan 

likan Informal. 

bagai sumber pendidikan 

lan narasumber dalam 

mdidikan Nonformal dan 

atau kelompok sebagai 

sipasi dalam pengelolaan 

hksana pendidikan dapat 

asi dan/atau lembaga 

an berperan serta dalam 

a pendidik asal sekolah 

ang, pendidikan sistem 

ngan satuan pendidikan 

an sebagai pelaksana 

pengelolaan, pengawasan, 

hasil pendidikan dapat 

berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama 

pengembangan jaringan informasi. 

(1) 

(2 

' kerjasama, 

' keputusan Bupati. 

Pasal 69 

Pemerintah Daerah bersama pelaku u 

profesi dapat membentuk forum koo 

Pembentukan forum koordinasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

konsultasi 

11 ) , 

Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, 

saha dan/atau asosiasi 

rdinasi konsultasi dan 

dan kerjasama 

ditetapkan dengan  



Bagian Kedua 

Dewan Pendidikan 

Pasal 70 

(1) Pembentukan Dewan Pendidikan 

akuntabel, dan demokratis. 

(2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagai 

(1), diawali dengan pembentukan panitia 

oleb Bupati dan/atau Masyarakat. 

(3) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud 

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang 

a. praktisi pendidikan seperti guru, kepa 

pendidikan; dan 

b. pemerbati pendidikan seperti lemba 

bidang pendidikan, tokob masyarakat 

usaba. 

(4) Tata cara pembentukan dan pemb 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Bupati. 

dilakqkan secara transparan, 

[aiihana dimaksud pada ayat 

jersiapan yang dibentuk 

pada ayat (2) berjumlab 

terdiri: 

a sekolab, penyelenggara 

;a swadaya masyaralcat 

tokob agama dan dunia 

u jaran Panitia persiapan 

diatur dengan peraturan 

terbadap keluban, saran. 

Pasal 71 

(1) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati. 

(2) Dewan pendidikan bertugas mengbimbun, menganalisis, dan 

memberikan rekomondasi kepada Bupati 

kritik, dan aspirasi masyarakat terbadap pendidikan. 

(3) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

lembaga mandiri. 

Pasal 72 

(1) Anggota Dewan Pendidikan berasal dari: 

a. pakar pendidikan; 

b. penyelenggara pendidikan; 

c. pengusaba; 

d. organisasi profesi bidang pendidikan; 

e. lembaga swadaya masyarakat bidang pejididikan; 

f. tokob masyarakat; dan/atau 

g. perwakilan komite sekolab. 

(1) Pembentukan Dewan Pendidikan dilaki 
akuntabel, dan demokratis. 

(2) Pembentukan Dewan Pendidikan sebagain 

(1), diawali dengan pembentukan panitia 

(3) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud 

oleh Bupati dan/atau Masyarakat. 

sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang t: 

a praktisi pendidikan seperti guru, kepal 

b. 

(4 

(1) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetal 

(2) 

(3) 

(1) 

W 
S
O
 

A
o
 

Bupati. 

Bagian Kedua 

Dewan Pendidikan 

Pasal 70 

pendidikan, dan 

pemerhati pendidikan seperti lemba 

bidang pendidikan, tokoh masyarakat, 

usaha. | 

Tata cara pembentukan dan pembu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Bupati. 

Pasal 71 

Ikan secara transparan, 

hana dimaksud pada ayat 

persiapan yang dibentuk 

pada ayat (2) berjumlah 

erdiri: 

a sekolah, penyelenggara 

ya swadaya masyarakat 

tokoh agama dan dunia 

baran Panitia persiapan 

diatur dengan peraturan 

pkan dengan Keputusan 

Dewan pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan 

memberikan rekomondasi kepada Bupati 

kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap p 

Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksi 

lembaga mandiri. 

Anggota Dewan Pendidikan berasal dari: 

a. pakar pendidikan, 

. penyelenggara pendidikan, 

. pengusaha, 

. organisasi profesi bidang pendidikan, 

Pasal 72 

lembaga swadaya masyarakat bidang pe! 

tokoh masyarakat, dan/atau 

perwakilan komite sekolah. 

terhadap keluhan, saran, 

endidikan. 

1d pada ayat (1) sebagai 

ndidikan,  



(2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidifcan sekurang-kurangnya 

terdiri atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota. 

(3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlab gashl. 

(4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimak jud pada ayat (2) buruf a 

dan buruf b dipilib dari dan oleb para anj^gota secara musyawarab 

mufakat atau melalui pemungutan suara. 

(5) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberbe4tikan apabila: 

a. berakbir masa jabatan; 

b. memundurkan diri; 

c. meninggal dunia; 

d. tidak dapat melaksanakan tugas karenja berbalangan tetap; 

e. dijatubi pidana karena melakukan 

berdasarkan putusan pengadialan 

kekuatan bukum tetap. 

(6) Masa jabatan Dewan Pendidikan adalah 

tindak pidana kejabatan 

yang telab memperoleb 

5 (lima) tabun dan dapat 

dipilib kembali untuk 1 (satu) kal i masa japatan. 

Bagian Ketiga 

Komite Sekolah 

brmal dan Pendidikan 

lima belas) orang, terdiri 

)anyak 50% (lima pulub 

Pasal 73 

(1) Anggota komite Satuan Pendidikan 

Nonformal berjumlab paling banyak 15 

atas unsur: 

a. orang tua/wali peserta didik paling 

persen); 

b. tokob masyarakat paling banyak 30% (ti »a pulub persen); dan 

c. palcar Pendidikan yang relevan palqig banyak 30% (tiga 

pulub persen). 

(2) Masa jabatan keanggotaan konjite Satuan Pendidikan 

Formal dan Pendidikan Nonformal adalab 

dipilib kembali untuk 1 (satu) kal i masa jabatan. 

(3) Anggota komite Satuan Pendidikan Fprmal dan 

Nonformal dapat diberbentikan apabila: 

a. berakbir masa jabatan; 

3 (tiga) tabun dan dapat 

Pendidikan 

| (2) Susunan kepengurusan Dewan Pendidil 

(3) 

4 

(S) 

0 
A
O
 Y
 

G 

(4 

& 

c. pakar Pendidikan yang relevan 

terdiri atas: 

a. ketua, f 

b. sekretaris: dan : 

Cc. anggota. | 

Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gas 

Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimak 

dan huruf b dipilih dari dan oleh para ans 

mufakat atau melalui pemungutan suara. 

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberher 

kan sekurang-kurangnya 

al. 

ud pada ayat (2) huruf a 

ygota secara musyawarah 

itikan apabila: 

a. berakhir masa jabatan, 

memundurkan diri, 

meninggal dunia, : 

tidak dapat melaksanakan tugas karenia berhalangan tetap: : 

dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadialan 

kekuatan hukum tetap. 

Masa jabatan Dewan Pendidikan adalah 

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masaja 

Bagian Ketiga 

Komite Sekolah 

Pasal 73 

Anggota komite Satuan Pendidikan 

Nonformal berjumlah paling banyak 15 

atas unsur: 

yang telah memperoleh 

5 (lima) tahun dan dapat 

batan. 

Formal dan Pendidikan 

Ilima belas) orang, terdiri 

a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 5070 (lima puluh 

persen), 

b. tokoh masyarakat paling banyak 30 (ti 

paling banyak 306 (tiga . 

puluh persen). 

Masa jabatan keanggotaan 

Formal dan Pendidikan Nonformal adalah 

kor 

pa puluh persen), dan 

3 (tiga) tahun dan dapat 

dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jalpatan. 

Anggota komite 

a. berakhir masa jabatan, 

Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan 

Nonformal dapat diberhentikan apabila: )   ite Satuan Pendidikan



b. mengundurkan diri; 

c. meninggal dunia; atau 

d. tidak dapat melaksanakan tugas karen 

e. dijatubi pidana karena melakukan 

berdasarkan putusan pengadilan 

kekuatan bukum tetap. 

(4) Susunan kepengurusan komite terdir 

sekretaris. 

{3j Anggota komite Satuan Pendidikan Forbial 

oleh rapat orangtua/ wali peserta didik 

(5) Ketua komite dan sekretaris sebagaimajia 

dipilib dari dan oleb anggota secara 

melalui pemungutan suara. 

(7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite 

dan Nonformal ditetapkan oleb kepala sejkolab 

Bagian Keempat 

Pengbargaan 

berbalangan tetap; 

tindak pidana kejabatan 

^ang telab memperoleb 

atas ketua komite dan 

dan Nonformal dipilib 

riatuan Pendidikan. 

dimaksud pada ayat (4) 

rtiusyawarab mufakat atau 

aatuan Pendidikan Formal 

Pasal 74 

(1) Bupati dapat memberikan pengbargaan 

berjasa di bidang pendidikan. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 

peraturan perundang- undangan. 

BAB XIV 

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGA|N DAN PENUTUPAN 

SATUAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 75 

(1) Pemerintab Daerab dapat melakukan 

penutupan satuan pendidikan pada Pehdidikan 

Pendidikan Nonformal. 

(2) Masyarakat atau pelaku usaba yang 

pendidikan wajib memperoleb perizinan 

cepada masyarakat yang 

per gbargaan sebagaimana 

sesuai dengan ketentuan 

pendirian, perubaban dan 

Formal maupun 

akan mendirikan satuan 

sesuai dengan ketentuan 

4 

9 

&) 

(1) 

b. mengundurkan diri, 

c. meninggal dunia, atau 

d. tidak dapat melaksanakan tugas karena 

e. dijatuhi pidana karena melakukan 

berdasarkan putusan pengadilan 

kekuatan hukum tetap. 

Susunan kepengurusan komite terdiri 

sekretaris. 

Anggota komite Satuan Pendidikan For 

| berhalangan tetap: 

tindak pidana kejahatan 

yang telah memperoleh 

atas ketua komite dan 

mal dan Nonformal dipilih 

oleh rapat orangtua/ wali peserta didik satuan Pendidikan. 

Ketua komite dan sekretaris sebagaima: 

dipilih dari dan oleh anggota secara n 

melalui pemungutan suara. 

Anggota, sekretaris, dan ketua komite | 

ha dimaksud pada ayat (4) 

husyawarah mufakat atau 

Satuan Pendidikan Formal 

dan Nonformal ditetapkan oleh kepala sekolah. 

Bagian Keempat 

Penghargaan 

Pasal 74 

Bupati dapat memberikan penghargaan 

berjasa di bidang pendidikan. 

kepada masyarakat yang 

(2) Ketentuan mengenai pemberiari perjghargaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan gesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan. 

BAB XIV 

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN 

SATUAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

. Umum 

Pasal 75 

() Pemerintah Daerah dapat melakukan pendirian, perubahan dan 

& 

penutupan satuan pendidikan pada Pe 

Pendidikan Nonformal. 

Masyarakat atau pelaku usaha yang 

pendidikan wajib memperoleh perizinan 

ndidikan Formal maupun 

akan mendirikan satuan 

sesuai dengan ketentuan  



peraturan perundang-undangan. 

an pembukaan satuan 

maupun Pendidikan 

pendidikan. 

dilmalcsud pada ayat (1) 

S£ tuan 

Bagian Kedua 

Pendirian 

Pasal 76 

(1) Pendirian satuan Pendidikan merupal 

pendidikan baru. 

(2) Pendirian satuan Pendidikan Forma 

Nonformal wajib memiliki izin pendirian 

(3) Persyaratan pendirian sebagaimana 

meliputi: 

a. persyaratan administratif; dan 

b. persyaratan teknis. 

Bagian Ketiga 

Perubaban, Penggabungan dan Pejnutupan 

Pasal 77 

(1) Perubahan dan penggabungan satuan penldidikan merupakan : 

a. perubaban nama dan/atau bentuk dai i nama dan/atau satuan 

pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan 

pendidikanlain; 

b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satu m pendidikan menjadi 1 

(satu) satuan pendidikan baru; 

c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan menjadi 2 (dua) 

satuan pendidikan atau lebib; dan 

d. perubaban satuan pendidikan yang diselenggarakan oleb 

masyarakat menjadi diselenggarakan ol( :b Pemerintab Daerab. 

(2) Penutupan satuan pendidikan merupi 

pendirian satuan pendidikan karena tidak 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan pendirian, perubaban dan 

penutupan, diatur lebib lanjut dengan Per ituran Bupati. 

BAB XV 

K E R J A SAMA DAN KEMITRA 

Pasal 78 

(1) Penyelenggara dan/atau Pengelola 

akan pencabutan izin 

memenubi syarat sesuai 

penggabungan, serta 

AN 

pendidikan dapat dilakukan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pendirian 

Pasal 76 

(1) Pendirian satuan Pendidikan merupal 

pendidikan baru. i 

satuan Pendidikan Forma 

Nonformal wajib memiliki izin pendirian s4 

(2) Pendirian 

(3) Persyaratan pendirian sebagaimana di 

meliputi: | 

a. persyaratan administratif: dan 

b. persyaratan teknis. 

Bagian Ketiga 

Perubahan, Penggabungan dan Pe 

Pasal 77 

i (1) Perubahan dan penggabungan satuan p 

pendidikan tertentu menjadi nama d 

pendidikaniain: 

b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satu: 

(satu) satuan pendidikan baru, 

C. pemecahan dari 1 (satu) satuan peri: 

satuan pendidikan atau lebih, dan 

d. perubahan satuan pendidikan yang 

masyarakat menjadi diselenggarakan ok 

(2) Penutupan satuan pendidikan merup 

pendirian satuan pendidikan karena tidak 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

an pembukaan satuan 

1 maupun Pendidikan 

tuan pendidikan. 

maksud pada ayat (1) 

nutupan 

idikan merupakan : e 

a. perubahan nama dan/atau bentuk ta nama dan/atau satuan 

an/atau bentuk satuan 

in pendidikan menjadi 1 

lidikan menjadi 2 (dua) 

p 
p 

hh Pemerintah Daerah. 

diselenggarakan oleh 

akan pencabutan izin 

memenuhi syarat sesuai 

(3) Ketentuan pendirian, perubahan dan penggabungan, serta 

penutupan, diatur lebih Janjut dengan Perdturan Bupati. 

TN BAB XV 

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 

Pasal 78 

(1) Penyelenggara dan/atau Pengelola pend idikan dapat dilakukan  



lembaga 

as( siasi 

kerja sama dan kemitraan dengan 

dunia usaba/dunia industri dan/atau 

dan/atau luar negeri. 

(2) Kerja sama dan kemitraaan sebagaimana 

dalam rangka meningkatkan mutu, rq 

pendidikan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diktur 

Peraturan Bupati. 

BAB XVI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 79 

(1) Pemerintab daerab, Dewan Pendidikan 

sejenis melakukan pengawasan atas pen 

pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan 

dengan kewenangan masing-masing. 

^ Pengawasan sebagaimana dimaksud 

dengan prinsip profesional, transparan 

p£ da 

daji 

pelaksi naannya 

Pasal 80 

Pengendaban pengelolaan pendidikan daiji/atau 

merupakan kewenangan Bupati yang 

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusar 

pendidikan. 

BAB XV l l 

PENDANAAN PENDIDIKAN 

pendidikan dan/atau 

i profesi dalam negeri 

dimaksud pada ayat (1), 

evansi, dan pelayanan 

sama dan kemitraan 

lebib lanjut dengan 

Komite Sekolab yang 

yelenggaraan pendidikan 

Nonformal sesuai 

ayat (1), di lakukan 

akuntabel. 

penyelenggaraan 

dilakukan oleb 

Pemerintaban di bidang 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 81 

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tani gung jawab bersama 

penyelenggara pendidikan^ 

(2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, 

kecukupan, berkelanjutan, transparan dar. akuntabel. 

(3) Penyelenggara pendidikan wajib mendayagunakan dana 

@ 

(3) 

(Y 

dunia usaha/dunia industri dan/atau asd 

Pemerintah daerah, Dewan Pendidikan 

dan/ atau luar negeri. 

Kerja sama dan kemitraaan sebagaimana 

dalam rangka meningkatkan mutu, re 

pendidikan. : 

Ketentuan mengenai tata cara kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 

Peraturan Bupati. i 

BAB XVI 

PENGAWASAN DAN PENGEND 

Pasal 79 

sejenis melakukan pengawasan atas pen 

pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendid 

dengan kewenangan masing-masing. 

Pengawasan sebagaimana dimaksud pa 

dengan prinsip profesional, transparan dal 

Pasal 80 

“kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan/atau i 

siasi profesi dalam negeri 

dimaksud pada ayat (1), 

'levansi, dan pelayanan 

sama dan kemitraan 

atur lebih lanjut dengan 

ALIAN 

Komite Sekolah yang 

yelenggaraan pendidikan 

likan Nonformal sesuai 

da ayat (1), dilakukan 

h akuntabel. | 

Pengendalian pengelolaan pendidikan dan/atau penyelenggaraan 

merupakan kewenangan Bupati yang pelaksinaannya dilakukan oleh 

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusar 

— pendidikan. 

) BAB XVII 

PENDANAAN PENDIDIKAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 81 

Pemerintahan di bidang 

| 

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 

(2) 

(3) 

penyelenggara pendidikan. 

Pendanaan pendidikan ditentukan berda 

kecukupan, berkelanjutan, transparan dar 

Penyelenggara pendidikan wajib 

sarkan prinsip keadilan, 

| akuntabel. 

mendayagunakan dana  



pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

Bagian Kedua 

Sumber Pendanaan Pendidi 

Pasal 82 

(1) Pendanaan penyelenggaraan 

Pemerintah Daerab bersumber dari 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatar 

Masyarakat. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan pendidikai|i 

Masyarakat bersumber dari Masyaraka 

Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatar 

(3) Dana pendidikan yang bersumber dari 

musyawarab dan/atau sukarela, 

berpedoman sesuai dengan ketentuan 

undangan. 

pendi( I ikan diselenggarakan 

An|ggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab, dan 

yang diselenggarakan 

Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerab. 

masyarakat berdasarkan 

ialam pelaksanaannya 

peraturan perundang-

Bagian Ketiga 

Pengalokasian Dana Pendidi{can 

Paragraf 1 

Beasiswa 

Pasal 83 

(1) Pemerintab Daerab wajib membeiilcan 

pendidikan kepada Peserta Didik sesuqi 

perundang-undangan, 

(2) Pemerintab Daerab dapat memberikan 

kepada Pendidik sesuai dengan kemampu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-uridangan. 

(3) Ketentuan mengenai prosedur pemberian 

dimaksud pada ayat (1) serta pembenain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihtur 

Peraturan bupati. 

an 

bqasiswa atau bantuan biaya 

ketentuan peraturan 

bantuan biaya pendidikan 

m keuangan Daerab dan 

mgan. 

beasiswa sebagaimana 

bantuan biaya pendidikan 

lebib lanjut dengan 

(1) 

(2 

(3) 

4) 

Oo 

8 

pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

Bagian Kedua 

Sumber Pendanaan Pendidikan 

Pasal 82 

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan 

Pemerintah Daerah bersumber dari An 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatari 

Masyarakat. 

diselenggarakan 

ggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan 

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan 

Masyarakat bersumber dari Masyaraka: 

Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatar 

Dana pendidikan yang bersumber dari 

dan/atau sukarela, 

berpedoman sesuai dengan ketentuan 

musyawarah 

undangan. 

Bagian Ketiga 

Pengalokasian Dana Pendidil 

Paragraf 1 

Beasiswa 

: Pasal 83 

Pemerintah Daerah wajib memberikan bd 

pendidikan kepada Peserta Didik sesu: 

perundang-undangan. 

Pemerintah Daerah dapat memberikan 

kepada Pendidik sesuai dengan kemampu 

sesuai ketentuan peraturan perundang-un 

Ketentuan mengenai prosedur pemberi 

dimaksud pada ayat (1) serta pemberia 

, Anggaran Pendapatan 

| Belanja Daerah. 

masyarakat berdasarkan 

lalam pelaksanaannya 

peraturan perundang- 

Kan 

'asSiswa atau bantuan biaya 

i ketentuan peraturan 

bantuan biaya pendidikan 

an keuangan Daerah dan 

dangan. 

beasiswa sebagaimana 

n bantuan biaya pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) giktur lebih lanjut dengan 

Peraturan bupati.  



Paragraf 2 

Bantuan Operasional Sekolah Daerah dan 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

progr am 

Pasal 84 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 

belajar Pendidikan Dasar melalui BOSDA 

^) Pemerintab Daerab mengalokasikan 

pendidikan Kesetaraan penunjang 

BOP non formal. 

(3) Pemerintab Daerab memberikan banlluan 

RA/Ml/MTS dan MDTA yang diselenggE 

Agama dan/atau sekolab yang diselengg 

yang dialokasikan dalam APBD setiap tabilm 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

(3) diatur lebib lanjut dengan peraturan B jipati 

anggaran program wajib 

i an BOP. 

anggaran PAUD dan 

wajib belajar melaui 

Paragraf 3 

Pengelolaan Dana Pendidikin 

keuangan kepada 

rakan oleb kementerian 

arakan oleb masyarakat 

anggaran. 

yat (1), ayat (2) dan ayat 

dana pendidikan yang 

Pasal 85 

(1) Bupati berwenang dalam pengelolaan 

berasal dari Anggaran Pendapatan daln Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah. 

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarak an Pemerintab Daerab 

berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi 

tanggung jawabnya seusai dengan peratur inperundang-undangan. 

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan 

bukum penyelenggara satuan pendidilcan, berwenang dalam 

pengelolaan dana pendidikan yang men 

seusai dengan peraturan perundang-undmigan. 

(4) Pengelolaan dana pendidikan sebagaiman£ dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan p insip keadilan, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 

(5) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ay£ .t (3) diatur lebib lanjut 

dengan Peraturan Bupati. 

masyarakat atau badan 

adi tanggung jawabnya 

(» 

2 

8 

@ 

(1) 

@ 

8) 

@ 

(5) 

) Paragraf 2 

Bantuan Operasional Sekolah Da erah dan 

Bantuan Operasional Penyelenggaraan 

Pasal 84 

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program wajib 

belajar Pendidikan Dasar melalui BOSDA 

Pemerintah Daerah mengalokasikan 

pendidikan Kesetaraan penunjang progr 

BOP non formal. 

Pemerintah Daerah memberikan bani 

RA/MI/MTS dan MDTA yang diselengga 

Agama dan/atau sekolah yang diselengg 

lan BOP. 

anggaran PAUD dan 

am wajib belajar melaui 

uan keuangan kepada 

rakan oleh kementerian 

arakan oleh masyarakat 

yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran. 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 3 

(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bi 

Paragraf 3 

yat (1), ayat (2) dan ayat 

tpati. 

Pengelolaan Dana Pendidikan 

Pasal 85 

Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah. 

Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah 

berwenang dalam pengelolaan dana pe ndidikan yang menjadi 

tanggung jawabnya seusai dengan peraturlnperundang-undangan. 

Satuan pendidikan yang diselenggarakan 

hukum penyelenggara satuan pendidi 

pengelolaan dana pendidikan yang men 

seusai dengan peraturan perundang-undart 

Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana 

dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan pi 

transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Ketentuan mengenai pengelolaan dana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan aya 

dengan Peraturan Bupati. 

masyarakat atau badan 

, berwenang dalam 

adi tanggung jawabnya 

igan. ) 

| dimaksud pada ayat (2) 

rinsip keadilan, efisiensi, 

endidikan sebagaimana 

it (3) diatur lebih lanjut  



BAB XVI I 

LARANGAN 

Pasal 86 

Pendidik dan/atau tenaga kependidikan, De^ van Pendidikan dan/atau 

les dari peserta didik atau 

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, baban ajar, jerlengkapan baban ajar, 

pakaian seragam, atribut, atau baban ppkaian seragam di satuan 

pendidikan; 

b. memungut biaya bimbingan belajar atau 

orang tua/walinya di satuan pendidikan; 

c. mencederai integritas evaluasi basil bejajar peserta didik secara 

langsung atau tidak langsung; 

d. mencederai integritas seleksi penerimaan 

langsung atau tidak langsung; dan/atau 

e. melakukan pungutan kepada peserta dildik baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

BAB X IX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

peserta didik baru secara 

Pasal 87 

(1) Kepala Satuan Pendidikan yang tidak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

sanksi administratif berupa: 

a. teguran l isan; 

b. teguran tertulis; atau 

c. pemberbentian dari jabatan. 

(2) Setiap orang dan/atau satuan pendidik 

Pasal 6 1 ayat (1), dan Pasal 75 aya 

administratif. 

(3) Sanks i Administratif terbadap pelanggarar 

dimaksud pada ayat (2), berupa: 

a. teguran bsan; 

b. teguran tertulis; 

c. pengbentian sementara kegiatan; 

i ie laksanakan kewajiban 

i an Pasal 32 dikenakan 

:dn melanggar ketentuan 

(2) dikenakan sanksi 

ketentuan sebagaimana 

Pendidik dan/atau tenaga kependidikan, De 

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun ! 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

— c. penghentian sementara kegiatan, 

BAB XVII 

LARANGAN 

Pasal 86 

menjual buku pelajaran, bahan ajar, 

an Pendidikan dan/atau 

colektif, dilarang: 

perlengkapan bahan ajar, 

pakaian seragam, atribut, atau bahan pakaian seragam di satuan 

pendidikan, 

memungut biaya bimbingan belajar atau 

orang tua/walinya di satuan pendidikan, 

les dari peserta didik atau 

mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara 

langsung atau tidak langsung: 

mencederai integritas seleksi penerimaan 

langsung atau tidak langsung, dan /atau 

melakukan pungutan kepada peserta di 

maupun tidak langsung yang bertent 

peraturan perundang-undangan. 

BAB XIX 

SANKSI ADMINISTRATIF 

| Pasal 87 

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak r 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

sanksi administratif berupa: 

a. teguran lisan, 

b. teguran tertulis, atau 

c. pemberhentian dari jabatan. 

peserta didik baru secara 

ik baik secara langsung 

ngan dengan ketentuan 

nelaksanakan kewajiban 

Ian Pasal 32 dikenakan 

Setiap orang dan/atau satuan pendidikan melanggar. ketentuan 

Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 75 ayat 

administratif. 

Sanksi Administratif terhadap pelanggaran 

dimaksud pada ayat (2), berupa: 

a. teguran lisan, | 

b. teguran tertulis, 

(2) dikenakan sanksi 

ketentuan sebagaimana  



d. pengbentian tetap kegiatan; dan/atau 

e. pencabutan izin operasional. 

BAB X X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 88 

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan 

pendidikan selain bari libur nasional. 

(2) Penetapan bari libur sebagaimana 

ditetapkan dengan keputusan Bupati 

perundang-undangan. 

har i libur pada satuan 

c^imaksud pada ayat (1) 

sesuai dengan peraturan 

B A B X X I 

K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

tet£ p 

Pasal 89 

Izin pendirian yang diperoleh Satuan PendiHikan 

peraturan daerab ini , dinyatalcan masib 

bertentangan Peraturan Menteri Pendidikan 

Tabun 2014 Tentang pedoman pendirian, 

satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

BAB X X l l 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 90 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan 

lambat 1 (satu) tabun sejak Peraturan Daerah 

Daerab 

Pasal 91 

Pada saat Peraturan Daerab ini mulai beGaku 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2 

Lembaran Daerab Kabupaten Gorontalo Utan. 

dinyatakan tidak berlaku. 

sebelum berlakunya 

berlaku sepanjang tidak 

dan Kebudayaan Nomor 36 

psrubaban, dan penutupan 

ini ditetapkan paUng 

in i diundangkan. 

Peraturan Daerab 

Tabun 2012 tentang 

G(|)rontalo Utara (Lembaran 

12 Nomor 06, Tambaban 

Nomor 173) dicabut dan 

d. penghentian tetap kegiatan, dan/atau 

e. pencabutan izin operasional. 

BAB XX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 88 

(1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan| hari libur pada satuan 

pendidikan selain hari libur nasional. 

(2) Penetapan hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) 

ditetapkan dengan keputusan Bupati 

perundang-undangan. 

BAB XXI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 89 

sesuai dengan peraturan 

Izin pendirian yang diperoleh Satuan Pendiflikan sebelum berlakunya 

peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetdp berlaku sepanjang tidak 

bertentangan Peraturan Menteri Pendidikan dian Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 Tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan 

satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 90 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 91 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2912 Nomor 06, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utarg Nomor 173) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  



tanjgal 

Pasal 92 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkhn 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Le 

Gorontalo Utara. 

diundangkan. 

pengundangan Peraturan 

mbaran Daerah Kabupaten 

Ditetapkqn di Gorontalo Utara 

t a n ^ a l ^9 DefieWt ^pl2., Pada 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

THA^IQ MODANGpU 

Diundangkan di Gorontalo Utara 

Pada t a n g ^ ^ 9 8 S B ^^ ( l ^ 9 0 2 

SEKRETAR IS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTA.O UTARA TAHUN 2022 

NOMOR 

r 

Pasal 92 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam mbaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

Ditetapkan di Gorontalo Utara 

Pada tanggal 29 Desempen 2002” » 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

— 
r 

THARIO MODANG5U 

Diundangkan di Gorontalo Utara 

IS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

     

  

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 
NOMOR 967 : 

 



P E N J E L A S A N 

R A N C A N G A N P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T I E N G O R O N T A L O U T A R A 

N O M O R T A H U N 2 0 $ 2 

T E N T A N G 

P E N G E L O L A A N D A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E N D I D I K A N 

I . U M U M 

Undang-Undang Dasar Negara RepuYlik Indonesia Tahun 1 9 4 5 

setiap warga negara berhak 

gaskan babwa Pemerintah 

sistem pendidikan nasional 

dalam Pasal 3 1 ayat ( 1 ) menyebutlcan babwa 

mendapat pendidikan, dan ayat (3 ) menc 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

yang meningkatkan keimanan dan ketalcwaaji serta alcblak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kebidupan bangsa y i ng diatur dengan undang-

undang. Untuk itu, selurub komponen bmgsa wajib mencerdaskan 

kebidupan bangsa yang merupakan salab satu 

Undang-Undang Nomor 2 0 Tabun 2 0 0 

Nasional dalam Pasal 5 0 ayat (5 ) menyebutkan babwa Pemerintab 

Kabupaten/Kota mengelola Pendidikan Dasar 

serta satuan pendidikan yang berbasis padi. keunggulan lokal. Namun 

dengan lahimya Undang-Undang Nomor 2 3 Tal iun 2 0 1 4 tentang 

Pemermtaban Daerab sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 , dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan babwa otonomi 

daerab adalab bak, wewenang, dan kewaji 

mengatur dan mengurus sendiri urusan penlierintaban dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selain itu juga telab diatur mengenai pembag 

pemerintab pusat, pemerintab provinsi dan 

Pada urusan wajib bidang pendidikan, 

pemerintab kabupaten/kota adalab pada unjisan PAUD dan Pendidikan 

Nonformal serta Pendidikan Dasar. 

Selain i tu, Peraturan Daerab Kabupatdn Gorontalo Utara Nomor 6 

Tahun 2 0 1 2 tentang Penyelenggaraan Pendidi can di Kabupaten Gorontalo 

Utara dianggap sudab tidak memadai, karena kewenangan yang dimiUki 

dibatasi pada Pendidikan Dasar dan PAUD 

sedangkan peraturan daerab tersebut 

pendidikanmenengab. 

tujuan negaralndonesia. 

tentang Sistem Pendidikan 

dan Pendidikan Menengab, 

an urusan konkuren antara 

] )emerintah kabupaten /kota. 

yang menjadi kewenangan 

erta Pendidikan Nonformal, 

nasib mengatur tentang 

11. PASAL DEMI PASAL Ii. 

PENJELASAN 

RANCANGANPERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 

NOMOR 

TENTANG 

TAHUN 2022 

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

UMUM 

dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa 

mendapat pendidikan, 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

setiap warga negara berhak . 

dan ayat (3) menggaskan bahwa Pemerintah 

sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaah serta akhlak mulia dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- 

undang. Untuk itu, seluruh komponen b 

kehidupan bangsa yang merupakan salah satu 

hngsa wajib mencerdaskan 

tujuan negaraIndonesia. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan 

' Nasional dalam Pasal 50 ayat (S5) menygbutkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, 

serta satuan pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015, dalam Pasal I angka 6 menyebutkan bahwa otonomi 

daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

Selain itu juga telah diatur mengenai pembag 

i masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

lan urusan konkuren antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Pada urusan wajib bidang pendidikan, Yang menjadi 
“ kewenangan 

pemerintah kabupaten/ kota adalah pada urisan PAUD dan Pendidikan 

Nonformal serta Pendidikan Dasar. 

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gorontalo 

Utara dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki 

dibatasi pada Pendidikan Dasar dan PAUD serta Pendidikan Nonformal, 

sedangkan peraturan daerah tersebut 

pendidikanmenengah. 

PASAL DEMI PASAL 

masih mengatur tentang  



Pasal 1 

Istilah-istilah dalam pasal ini di naksudkan untuk mencegah 

timbulnya salab tafsir dan salab pengertian dalam memahami 

dan melaksanakan pasal-pasal d£ lam Peraturan Daerab ini . 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Aya t ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasali 

Istilah-istilah dalam pasal ini di 

timbulnya salah tafsir dan salah 

dan melaksanakan pasal-pasal dd 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) i 

Cukup jelas 

— Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

maksudkan untuk mencegah 

pengertian dalam memahami 

jam Peraturan Daerah ini. 

 



Pasal 8 

Aya t ( l ) 

Cukupje las. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas, 

Pasal 9 

Ayat ( l ) 

Cukupje las. 

Ayat (2) 

Cukupje las 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) i 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Dayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Ayat (1) 

| Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

  

 



Ayat (3) 

Cukupje las. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud memiliki identitas sebagai warga negara 

yang dikeluarkan oleb embaga resmi adalab Warga 

Negara Indonesia dan Wa: ga Negara Asing yang memiliki 

Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) i 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) : 

Cukup jelas 

Pasal 13 | 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

huruf a 

Yang dimaksud memiliki 

yang dikeluarkan oleh | 

Negara Indonesia dan Wai 

Akte Kelahiran dan Kartu 

identitas sebagai warga negara 

embaga resmi adalah Warga 

ga Negara Asing yang memiliki 

1 Keluarga bagi Warga Negara  



Indonesia sedangkan W jrga Negara Asing yang memiliki 
Pasport. 

huruf b 

Cukupjelas. 
buruf c 

Cukup jelas. 

buruf d 

Cukupjelas. 

buruf e 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Tambaban tenaga pendidik dan 

menutupi kekurangan adalab 

ditinggal pensiun oleb Aparatur 

yang meninggal dunia. 

S i j U 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

tenaga kependidikan untuk 

pjengisian jabatan guru yang 

Negara dan/atau apabila ada 

Ayat (2) 

  

Indonesia sedangkan Warga Negara Asing yang memiliki 

tenaga kependidikan untuk 

engisian jabatan guru yang 

ditinggal pensiun oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau apabila ada 

Pasport. 

huruf b ) 

Cukup jelas. 

huruf c 

Cukup jelas. 

huruf d 

. Cukup jelas. 

hurufe 

| Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Tambahan tenaga pendidik dan 

menutupi kekurangan adalah Pp 

yang meninggal dunia. 

Pasal 19 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2)  



Cukup jelas. 

Pasal 20 

Aya t { l ) 

Cukupje las 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

. Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) ) 

Cukup jelas 

Ayat (2) ) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) ) 

Cukup jelas 

Ayat (3) i 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

i Cukup jelas. 

Pasal 25 ) 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

i Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  



Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 29 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup je las 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 28 : 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 29 

Ayat (1) : 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

i Cukup jelas 

Pasal 30 

Ayat (1) 

i Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Ayat (6) 

Cukupjelas. . 

Ayat (7) 

Cukup jelas.  



Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukupje las. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 39 

Pasal 31 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) i 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Ayat (1) 

) Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 35 i 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 39  



Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Ayat ( l ) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

. Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. : 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

: Cukup jelas. 

Pasal 41 . 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) : 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  



Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Ayat ( l ) 
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